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 َع اَن َث َّدَح : ُّيِمَل َّسلا َةَّيِطَع ِنْب ِديِعَس ُنب ُبْىَو َاَنث َّدَح : ُّيِقْشَم ِّدلا ِدِيلَولا ُنْب ُساَّبَعلا اَن َث َّدَح ِدْيَز ُنْب ِنَْحَّْرلا ُدْب
 ِللها لوسر لاق :لاق َرَمُع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع ,ِوِْيَبأ نَع ,َمَلْسَأ ِنْب َو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َر ْ يِجَلأا اْوُطَْعأ :َمَّلَس
 َُهرْجَأ ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق ,. 
“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin 
Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, 
dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada 
pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.1 
 
  
                                                          
1
 Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pengupahan upah pekerja tanam 
kacang hijau di Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dimana dalam praktik pemilik 
sawah/petani meminta bantuan kepada buruh tani untuk menanam bibi-bibit kacang 
hijau dan pemanenan. Dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau tersebut 
upah berupa hasil panen kacang hijau. Ketika mengalami panen gagal upah tidak 
dibayarkan oleh pemilik sawah. Tidak diketahui secara pasti besaran upah yang 
diterima. Akibat mengalami panen gagal. Hal ini berbeda dengan teori ijarah, dimana 
upah kepada pekerja harus diketahui secara pasti dan jelas. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian tersebut yaitu: pertama,bagaimanakah alasan petani melakukan praktik 
pengupahan dalam bekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak 
Kabupaten Demak. Kedua, bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek 
pengupahan pekerja tanamkacang hijau pada saat panen gagal di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan jenis penelitian hukum empiris dimana dimana penelitian 
berdasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat 
sebagai data pertama. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan 
cara wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok 
yang diperoleh dari lapangan, kemudian dari data yang telah diperoleh tersebut 
selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan 
bahwa: praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah belum memenuhi rukun dan syarat dalam 
akad ijarah. Karena terdapat upah (ujrah) yang dibayarkan belum diketahui 
ukurannya secara pasti, karena dengan persentase 4:1, dan ketika mengalami gagal 
panen maka upah akan menjadi berkurang dari kesepakatan di awal. Selain itu 
terjadinya mafsadat yang lebih besar daripada kemaslahatan bagi kedua pihak, karena 
mengalami kerugian akibat gagal panen. Sehingga mengurangi rasa keadilan dan 
kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Dengan demikian 
adat/kebiasaan tersebut tidak diterima, karena tidak termasuk dalam syarat „urf.  
Sehingga pelaksanaan akad ijārah dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam 
kacang hijau telah tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. 
 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 
pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 
0593b/1987. 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب 
ba‟ B Be 
ت 
ta‟ T Te 
ث 
sa‟ Ṡ es (dengan titik diatas) 
ج 
Jim J Je 
ح 
H ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د 
Dal D De 
ذ 
Zal Z Ze 
ر ra‟ R Er 
ز 
Za Z Zet 
س 
Sin S Es 
ش 
Syin Sy es dan ye 
ص 
Sad Ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض 





ta‟ Ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ 
za‟ Ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع 
„ain „ koma terbalik diatas 
غ 
Ghain G Ge 
ف 
fa‟ F Ef 
ق 
Qaf Q Oi 
ك 
Kaf K Ka 
ل 
Lam L „el 
م 
Mim M „em 
ن 
Nun N „en 
و 
Waw W W 
ه ha‟ H Ha 
ء 
Hamzah „ Apostrof 
ي 
ya‟ Y Ye 
 
II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 
هّددعتم Ditulis muta‟addidah 
هّدع Ditulis „iddah 
 
III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 
a. Bila dimatikan tulis h 




ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, 
shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya). 
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h 
ءايلولآا ةمارك Ditulis karomah al-auliya 
 
c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis t 
رطفلاةاكز Ditulis zakat al-fitr 
 
IV. Vokal Pendek 
 Fathah Ditulis A 
 Kasrah Ditulis I 
 Dammah Ditulis U 
 
V. Vokal Panjang 



























VI. Vokal Rangkap 













VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
aposrof 
متنأأ Ditulis a‟antum 
تدعأ Ditulis u‟iddat 
تمركش نئل Ditulis la‟in syakartum 
 
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur‟an 
سايقلا Ditulis al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya 
ءامسلا Ditulis As-Samā‟ 
سمشلا Ditulis Asy-Syams 
 




Ditulis menurut penulisannya. 
ضورفلا ىوذ Ditulis Zawi al-furūd 
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Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup didunia sendirian, tanpa 
berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai mahluk 
sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu 
sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia 
adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang 
memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan- 
persoalan muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. 
Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu agar semua 
dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-
Qur‟an yang berbunyi: 
 ...  َش َوّللا َّنِإ َوّللا ْاوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْلإا ىَلَع ْاُونَواَع َت َلاَو ىَوْق َّ تلاَو ِّبرْلا ىَلَع ْاُونَواَع َتَو﴿ ِباَقِعْلا ُديِدٕ﴾ 
“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 




Berdasarkan landasan tersebut, bahwa jelaslah manusia ditakdirkan hidup 
berkelompok untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi 
denganorang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya 
dan dengan adanya pergaulan manusia tersebut maka timbulah hubungan hak 
dankewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia dan salah satu 
bentuk kerjasama dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia untuk 
memenuhi hajat hidupnya dan merupakan kegiatan usaha yang telah bermasyarakat 
adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah. 
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Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk 
dijalankan, agar sewa-menyewa atau upah-mengupah itu menjadi jenis transaksi yang 
sah. Dan Islam telah menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak 
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terhindar dari gharar, menjauhkan dari 
riba dan mendapatkan harta tidak secara bathil. 
Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia 
khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah-mengupah biasanya 
dikaitkan dengan akad Ijārah. Ijārah sendiri merupakan transaksi yang 
memperjualbelikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya Ijārah hampir sama dengan 
jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi atas barang maupun 
manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.
3
 
Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia, baik sewa-menyewa atau upah-mengupah seperti 
perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh 
karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau 
dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus 
dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk memanimalisir 
agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak. 
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin 
kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan 
orang lain untuk saling berbagi kemanfaatannya didalam segala urusan. Agama Islam 
sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong, 
menyayangi, dan persaudaraan.  
Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan 
imbalan dari apa yang setiap dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian 
(pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberi pekerjaan dan pihak lain 
berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut 
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salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai 
tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberi upahnya.
4
 
Upah merupakan uang dan sebagainya dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 
sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
5
 Upah 
diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya 
seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan 
manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah 
memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan 
kesuksesannya.
6
 Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi 
kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yng diperintahkan. 
Upah menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 tahun 2003 adalah hak pekerja dan 
penerima yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 
kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja 
atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan.
7




Syarat-syarat upah telah ditetapkan agar upah menjadi adil dan tidak merugikan 
salah satu pihak, baik majikan atau buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada 
kesenjangan sosial. Tetapi pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-
penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan.Sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidak adilan bagi para 
buruh dari upah yang diterima.
9
 Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan 
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keadilan. Mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan Islam 
tentang hak buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik, karena upah 
merupakan suatu kewajiban hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi 
kewajiban bagi yang memperkerjakan tenaga kerja untuk membayarnya. 
Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim: 
 َو َع ْن  َا ِْب  ُى َر ْي َر َة  للها يصر َق ونع َلا  َق: َلا  َر ُس ْو  ُل  للها يلص للها ويلع َق( ملسو َلا  ُللها  َت َع َل ا  َث َل َث  ٌة  َأ َن ا
 َخ ْص ُم ُه ْم  َي ْو َم  ْلا ِق َي َما ِة َر : ُج ٌل  َأ ْع َط ِب ى َُّثْ   َغ َد َر َو , َر ُج ٌل  َب َعا  ُح َر َف ,ا َأ َك َل  ََث َن ُو َو , َر ُج ٌل  ِا ْس َت ْأ  َج َر  َأ ِج ْيا َف , ْسا َت ْو 
 َف ِم  ْن ُو َو , َْل  ُي ْع ِط ِو  َأ ْج َر ُه) ملسم هاور 
“Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Allah „ Azza wa 
Jalla berfirman: Tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: 
orang yang memberiperjanjian nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual 
orangmerdeka lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seorang 




Dapat dijelaskan dari hadits tersebut bahwa seseorang yang sudah bekerja  
harus diberikan upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, apabila terjadi 
pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai berkurangnya pekerjaan 
yang dilakukan, maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidak adilan. Allah 
membenci orang yang memperkerjakan buruh sesuka hatinya, menyuruh bekerja 
namun ia tidak membayarkan bagian upah buruh dari apa yang sudah dikerjakan. 
Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tergolong memiliki 
tanah subur sehingga cocok untuk bercocok tanam seperti tanaman padi ketika musim 
penghujan, palawija dan buah-buahan ketika pada musim kemarau yang salah satunya 
menanam palawija dan buah-buahan. Sedangkan dalam musim kemarau para petani 
di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, lebih memilih menanam 
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tanaman palawija seperti halnya penanaman dalam kacang hijau, karena lebih 
menguntungkan dan harganya lebih tinggi ketimbang dengan lainnya. 
Berkaitan dengan hal penanaman kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan 
Demak Kabupaten Demak, ada suatu pengupahan yang sudah biasa dilakukan dalam 
penanaman kacang hijau, dimana para pemilik sawah meminta tolong kepada buruh 
tani untuk menanam tanaman kacang hijau disawahnya. Biasanya petani 
menyebutnya dengan sebutan ulur (menanam). Ulur adalah suatu pekerjaan yang 
dimana, pemilik sawah memperkerjakan buruh tani untuk menanam bibit-bibit 
kacang hijau di sawahnya. Pada ulur kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan 
Demak Kabupaten Demak biasanya dilakukan pada musim kemarau, karena 
penanaman kacang hijau ini tidak bisa pada musim hujan. Penanaman kacang hijau 
dilakukan ketika pagi hari dari jam 06.00-12.00 WIB, oleh pekerja buruh 
tani.Biasanya pemilik sawah memperkerjakan beberapa pekerja buruh tani tergantung 
pada luas sawah yang dimilikinya. Ada juga sehari yang selesai ada juga yang 
dilanjut keesokan hari. 
Upah yang diperoleh dari ulur kacang hijau upahnya tidak berupa uang 
melainkan berupa hasil panen kacang hijau.Jadi, ketika selesai menanam bibit-bibit 
kacang hijau pekerja buruh tani tidak langsung diberi upah melainkan menunggu 
sampai masa panen tiba.
11
 Ketika masa panen tiba para pekerja buruh tani yang 
awalnya diperkerjakan hanya menanam bibit-bibit saja diperkerjakan kembali dengan 
ikut memanen kacang hijau. Setelah pemanenan selesai pemilik sawah baru 
membayar upah pekerja buruh tani.Biasanya hasil panen kacang hijau langsung 
dibagikan dengan ketentuan presentase 4:1 yang dimana sipemilik lahan 
mendapatkan bagian 4 dan para buruh mendapatkan bagian 1. Bagian ini merupakan 
hasil akumulasi upah ulur kacang hijau dan menanam dan pemanenan. 
Menurut Ibu Suwanti berdasarkan dari hasil yang diterima oleh buruh ulur 
kacang hijau tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan, apalagi ketika gagal 
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panen mereka mendapatkan hasil seadanya karena upah tergantung dari hasil panen 
yang didapat. Jika hasil panennya bagus mereka mendapatkan hasilupah yang 
sebanding dengan apa yang mereka kerjakan, namun jika mengalami gagal panen 
meraka mendapatkan seadanya bahkan lebih sedikit dari yang sudah ditententukan 
atau malah tidak mendapat apa-apa.
12
 
Dalam pengupahan terhadap pekerja buruh tanam kacang hijau diatas terdapat 
kejanggalan yaitu pembayaran upah yang ditangguhkan sampai masa panen tiba. 
Selain itu upah pekerja buruh tanamkacang hijau ini belum jelas nominalnya dan 
masih bersifat spekulasi, sedangkan dalam rukun dan syarat Ijārah upah harus 
diketahui jumlahnya. Meskipun sudah ada presentase 4:1 tapi upah ini masih 
tergantung dari hasil panen yang berbeda-beda, baik panen sempurna, panen sebagian 
atau gagal panen, dalam hal ini juga apabila mengalami gagal panen para 
pekerjaburuhtanamkacang hijau ikut menanggung resikonya yang akhirnya hak 
berupa upah kurang atau tidak terpenuhi. Disini dapat dilihat adanya ketidak jelasan 
upah. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih 
lanjut terkait dengan pembayaran upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Maka diperlukan penelitian yang diharapkan 
mampu menjawab persoalan praktik yang mengenahi pengupahan pekerja buruh 
tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Sehingga 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan 
Demak Kabupaten Demak” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah alasan petani melakukan praktik pengupahan dalam bekerja 
tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak? 
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2. Bagimanakahtinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja tanam  
kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak? 
 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui alasan petani melakukan pengupahan dalam bekerja 
tanam kacang hijaudi Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islamterhadap pengupahan pekerja tanam 
kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
2. Manfaat Peneltian  
a. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tentang teori dan praktik 
terhadap penerapan Hukum Ekonomi Syariah. 
b. Penelitian ini sebagai masukan bagi para petani yang melakukan akad  
pengupahan pekerja tanama kacang hijau di Desa Turirjo Kecamatan Demak 
Kabupaten Demak. 
c. Penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan (referensi) bagi para peneliti lain 
yang akan melakukan penelitian diwaktu yang akan datang. 
 
D. Telaah Pustaka 
Dalam telaah pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran tentang 
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga berbeda dengan yang lain. Contoh 
beberapa hasil penelitian terdahulu: 
Pertama, Richo Setyo Nugroho dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo”.Hasil penelitin ini membahas dalam praktiknya unsur-unsur pelaksanaan 
akad irigasi telah sesuai dengan syarat dan rukun akad Ijārah. Petugas berakad 









Kedua, Rifatul Munawaroh jurnal penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota 
(UABK) Semarang”. Penelitian jurnal ini dalam penetapan gaji di perum DAMRI 
Semarang di dasarkan atas peraturan yang diberlakukan oleh keputusan surat direksi 
dengan menyesuaikan surat keputusan perusahaan dan diberikan kepada para 
karyawan sesuai dengan masa kerja dan pangkat atau golongan. Gaji karyawan 
diterima setiap tanggal 25, namun perusahaan sering terlambat memberikan gaji 
karyawannya yang ada beberapa aspek yang tidak bisa dipublikasikan oleh 




Ketiga, Mirnawati skripsi dengan judul “Analisis Upah Buruh Tani Padi di 
Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi di Tinjau dari 
Ekonomi Islam”. Hasil Penelitian ini membahas Upah yang diterapkan dalam buruh 
tani ini menggunakan upah harian. Upah yang mereka dapat Rp 50.000,- perhari, 
tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian diawal melainkan upahnya 
kilogram beras. Menurut pandangan ekonomi Islam, sistem pengupahan yang berlaku 
pada buruh tani di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 
Singingi karena upah tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh si pemilik sawah.
15
 
Keempat, Siswadi Artikel tentang “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam 
Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan.” Artikel tersebut menjelaskan 
tentang pengupahan yang sesuai dan benar menurut Islam. Pengupahan harus bersifat 
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adil diantara kedua belah pihak, karena menurut Islam upah sangat berkaitan dengan 




Kelima, Syamsul Hilal Artikel tentang “Urgensi Ijārah dalam Perilaku 
Ekonomi Masyarakat.” Artikel tersebut menjelaskantentang pelaksaan akad 
Ijārahbaik sewa-menyewa maupun upah dengan baik dan benar yang sesuai dengan 
ajaran Islam. Bahwasannya Ijārahmerupakan jual beli manfaat barang atau jasa yang 
mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan 




E. Metode Penelititan 
Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam 
mencari menggali mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk 
memperoleh kembali suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan 
terhadap permasalahan.
18
 Untuk memperoleh dan membahas bahan data dalam 
penelitian ini penulis penulis menggunaka metode-metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini merupakan penelitian hukum 
empiris dimana penelitian berdasarkan atas data yang bersumber langsung dari 
masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum 
dan perbuuatan yang hidup dimasyarakat.
19
 Penulis melakukan penelitian 
langsung di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk 
mendapatkan data yang berkaitan langsung dalam pelaksanan pengupahan 
pekerja tanam kacang hijau. 
                                                          
16
Siswadi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan 
Keadilan”, Jurnal Umul Qura, Agustus, 2014, Vol 1V, No.2. 
17
Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”, Jurnal ASAS Jurnal 
Hukum Ekonomi Islam, 2013, Vol.5 No. 1. 
18
Joko Subagyo, Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1994), hlm. 2. 
19





2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yanglangsung diperoleh dari sumber data 
penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus.
20
 Adapun yang menjadi 
data sumber penelitian ini adalah warga Desa Turirejo terutama masyarakat 
yang melakukan pengupahan dalam bekerja tanam kacang hijau. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan sumber data atau informasi data yang 
dijadikan sebagai pendukung. Misalnya lewat orang lain yaitu tokoh ulama 
dan masyarakat setempat atau dokumen.
21
 Data sekunder ini diperoleh  dari 
sumber-sumber dokumentasi seperti buku referensi, artikel, laporan hasil 
penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana 
sumber data diatas akan dijadikan sebagai dasar untuk memahami 
pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kecamatan 
Demak Kabupaten Demak. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data ini dapat melalui: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan 
tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan 
dijawab dengan jawaban-jawaban secara lisan juga.
22
 
Adapun metode wawancara dibagi menjadi 2 yaitu: 
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1) Interview tersetruktur, yaitu peneliti sudah siap menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan yang ada ditanyakan dalam proses wawancara. 
2) Interview non-struktur, yaitu pertanyaan ada pada saat wawancara 




Berdasarkan beberapa teknik wawancara diatas, penulis menggunakan 
teknik wawancara non tersetruktur (interview non terstruktur), yang mana 
penulis tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan 
mengikuti keadaan. Pihak yang terlibat dalam wawancara ini adalah pihak 
penulis dan masyarakat yang melakukan pengupahan pekerja tanam kacang 
hijau Kecamatan Demak Kabupaten 
4. Analisis Data  
Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan 
berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah 
untuk dipahami dan disimpulkan.
24
 
Adapun langkah-langkah dalam anlisis data kualitatif meliputi: 
a. Reduksi Data 
Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting dari catatan-catatan dilapangan. Setelah data-data 
terkumpul kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau yang 
diinginkan sesuai dengan pelaksaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau 
di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
b. Display Data 
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Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan.
25
 
Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 
sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis 
sajian data. 
Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklarifikasikan bagian-
bagian tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pengupahan pekerja tanam 
kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak 
sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 
dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-
penyajian tersebut. 
c. Kesimpulan dan verifikasi 
Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 
analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan maka 
dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian ada analisa 
yang kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai pelaksaan pengupahan 
pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kcamatan Demak 
Kabupaten Demak. 
 
F. Sistematika Penulis 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis 
membagi menjadi lima bab.Dibawah ini akan diuraikan sistematika 
pembahasandalam skripsi ini. 
BAB IMembahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II Membahas landasan teori atau konsep dasar tentang upah-mengupah 
(Ijārah) dalam pandangan hukum Islam. Meliputi Pengertian Ijārah, Dasar Hukum 
Ijārah, Rukun dan Syarat Ijārah, Macam-macam Ijārah, sifat akad Ijārah, 
Pembatalan dan berakhirnya akad Ijārah, pembayaran upah, 
BAB III Membahas tentang data serta hasil penelitian yang telah dilakukan 
dalam pelaksaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
BAB IV Membahas tentang Analisisyang meliputi analisis hukum Islam 
terhadap pelaksaan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
BAB V bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saranyang 







KONSEP DASAR IJĀRAHDAN ‘URF 
 
A. Ijārah 
1. Pengertian Ijārah 
Secara etimologi Ijārah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-waḍ atau 
penggantian.
26
Al-ajru dan al-ujroh dalam bahasa dan istilah mempunyai arti 
sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau 
hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.
27
 Dalam istilah fiqh ada 2 jenis 
Ijārahyaitu, al-Ijārah (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik 
barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu.  Sedangkan al-Ijārah fi al-
ẓimmah (reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu 




Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga 
yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
29
 Menurut Fatwa Dewan 
Syar‟ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah, bahwa  
Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (ujroh), tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
30
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Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam 
mengartikan Ijārah, diantaranya:31 
a. Ḥanafiyah, 
 َىلَع ٌدْقَع َُةراَج ِْلإالاَم َوُى ٍضَوِِعب ِةَعَف ْ نَمْلا 
“Ijārah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.32 
b. Malikiyah, 
ْلَتَ ِي ِعِب ٍمْوُلْعَم ًة َّدُم ٍةَحاَبُم ٍءْيَش ِعِفاَنَم ُك ٍضَو 
“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan”.33 
c. Syafi‟iyah, 
 ٍةَمْوُلْعَم ٍةَدْوُصْقَم ٍةَعَف ْ نَم َىلَع ٌدْقَع  ٍةَحاَبُم  ٍمْوُلْعَم ٍضَوِِعب ِةَحَاب ِْلإاَو ِلْدَبِْلل ٍةَِلبَاق 
“Ijārah, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu 
manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan 
boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu”.34 
d. Hanabilah, 
 َُاهم اَنْعَم فِ اَمَو ِءَارَكْلاَو َِةراَج ِْلأا ِظْفَِلب ُدِقَع ْ ن َت ِعِفاَنَمْلا َىلَع ٌدْقَع َيِىَو 
“Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal 
Ijārah dan kara‟ dan semacamnya”35 
e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa Ijārahadalah 
 ُغْي َب َيِهَف ٍضَوِِعب اَهُكْيِْلَتَ يَأ ٍةَدوُدَْمَ ٍة َُّذبِ ِئْيَشلا ِةَعَف ْ نَم َىلَع ِةَلَد اَبُ
لما  ٌةَعْوُضْوَم ٌدْقَع  ِحِفاَن
َ
لما 
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“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 
yaitu pemilkan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”36 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah 
suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah 
diberikan oleh pekerja. Karena akad Ijārah merupakan sebuah transakasi dengan 
adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak 
kepemilikan. 
2. Dasar Hukum Ijārah 
Pada dasarnya Ijārah adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun 
upah mengupah. Akad Ijārah tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah 
lainnya seperti muḍārabah, musyarakah, musaqah, gadai, jual-beli, dan lain-lain 
yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.
37
 
Akad Ijārah juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan 
kedua pihak, layaknya akad muḍārabah dan akad musaqah. Sehingga Allah tidak 
mensyari‟atkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan mereka
38
. Akad tersebut harus diperbolehkan 
dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya gharar (tipuan), maisir 
(judi), dan riba.
39
 Seperti dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taimiyah 
menyatakan dalam kaidah fiqh. 
 َْت ىَلَع ٌلِْيلَد َّلَُدي ْنَأ َّلاِا ُةَحَابِلإْا ِتَلَمَعُمْلا ِف ُلْصَلأْا.اَهِْمِ ِر 
“Pada dasarnya, semua bentuk mu‟amalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.”40 
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Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin‟Aliyah, Hasan 
Basri, dan lainnya tidak  memperbolehkan akad Ijārah dengan alasan bahwa 
akad Ijārah identik dengan akad bai‟ al ma‟dum yang dilarang. Alasan akad 
tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan 
ketika akad berlangsung.
41
 Sedangkan Ibnu Rusyd menyanggah pendapat 
tersebut bahwa Ijārah diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi 
ketika akad telah berjalan.
42
 
Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannyaIjārah 
disyariatkan berdasarkan al-Qur‟an, as-Sunah, dan ijma‟. 
a. Dasar hukum Ijārah dalam al-Qur‟an 
1) Surat al-Baqarah ayat 233 
 ِدوُلْوَمْلا ىَلعَو َةَعاَضَّرلا َّمُِتي نَأ َدَاَرأ ْنَمِل ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُىَدَلاَْوأ َنْعِضْر ُي ُتاَدِلاَوْلاَو ُوَل
 َوِب ٌةَدِلاَو َّرآَضُت َلا اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْف َن ُفَّلَكُت َلا ِفوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر ٌدوُلْوَم َلاَو اَىِدَل
 َحاَنُج َلَف ٍرُواَشَتَو اَمُه ْ ن ِّم ٍضَار َت نَع ًلااَصِف اَدَاَرأ ْنَِإف َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب ُوَّل
 َّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلَف ْمَُكدَلاَْوأ ْاوُعِضْر َتْسَت نَأ ُّْتمدََرأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع مُتْي َتآ ا
﴿ ٌيِصَب َنوُلَمْع َت َابِ َوّللا َّنَأ ْاوُمَلْعاَو َوّللا ْاوُقَّ تاَو ِفوُرْعَمْلِابٕٖٖ﴾ 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
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oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 




Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad Ijārah. 
Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah 
bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang 
mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa 
jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.
44
 Pendapat 
tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan 
menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah 
pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga 
sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang 
patut dan layak pula untuk diterima. 
2) Surat az-Zukhruf ayat 32: 
 ْمُهَضْع َب اَنْع َفَرَو اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا فِ ْمُه َتَشيِع َّم مُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ َكِّبَر َةَْحَْر َنوُمِسْق َي ْمَُىأ 
﴿ َنوُعَمَْيَ اَِّّمِّ ٌر ْ يَخ َكِّبَر ُتَْحَْرَو ًّاِيرْخُس ًاضْع َب مُهُضْع َب َذِخَّتَِيل ٍتاَجَرَد ٍضْع َب َقْو َفٖٕ﴾ 
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat 
mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. az-Zukhruf: 32)45 
Menurut Ibnu Katsir, dalam lafadz  "ًاِيرْخُس " makna “saling 
mempergunakan” memiliki arti “supaya kita bisa saling 
mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, 
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karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Dalam hal 
ini  manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi 
orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan 
sesuatu itu dengan melaksanakan akad Ijārah.46 
Penjelasan di atas menunjukan bahwa akad Ijārah sah atau 
diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong 
menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi 
pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya. 
3) Surat at-Taubah ayat 105 
 َداَه َّشلاَو ِبْيَغْلا ِِلاَع َلِإ َنوُّدَر ُتَسَو َنوُنِمْؤُمْلاَو ُُولوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُوّللا ىَر َيَسَف ْاوُلَمْعا ِلُقَو ِة
 َت ْمُتنُك َابِ مُكُئِّبَن ُي َف﴿ َنوُلَمْعٔٓ١﴾ 
“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan”. (Q.S. at-Taubah: 105)47 
Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari 
setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT 
memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisishi perintah-
perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal 




b. Dasar hukum Ijārah dalam hadiṡt 
a. Hadiṡt tentang pembayaran upah 
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 َرُى ِبَأ ْنَع ٍدْيِعَس ِبَأ ِنْب ِدْيِعَس ْنَع :َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنلا ِنَع ُوْنَع ُللها َيِضَر ََةر ْي
 :ُللها َلَاق َلَكََأف اِّرُح َعَاب ٌلُجَرَو ,َرَدَغ َُثْ ِْب ىَطَْعأ ٌلُجَر :ِةَماَيِقْلا َمْو َي ْمُهُمْصَخ َاَنأ ٌَةثَلَث
 ًار ْ يِجَأ َرَجْأَتْسا ٌلُجَرَو ,ُوََنَث ُهَرْجَأ ِطْع ُي ََْلو ُوْنِم َفْو َتْسَاف 
Dari Sa‟id bin Abu Sa‟id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, 
Beliau bersabda, “Allah SWT. berfirman, „tiga golongan, Aku menjadi 
musuh mereka pada hari kiamat;(1) orang yang memberi atas nama-Ku 
kemudian melanggar atau menghianatinya, (2) Orang yang menjual 
orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang 
mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan 
pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya‟.”49 
Dalam hadiṡt di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah 
yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau 
mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut 
disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah 
memperbudaknya. 
b. Hadiṡt tentang penentuan upah 
 ِنب ِد َّمَُمَ ْنَع ,ٍدْعَس ُنْب ُمْيِىَار ْبِإ انبرخأ ,َنْوُراَى ُنب ُدِيَزي َانث ,َةَبْيَش ِبَأ ُنب ُناَمْثُع انثدح
 ْنع ,َةَبْيَِبل ِبَأ ِنْب ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ِنب ِد َّمَُمَ ْنَع ,ِماَشِى ِنب ِثِرَالْا ِنب ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ِنب َةَِمرْكِع 
 ِنب ِدْيِعَس اَمَو ِْعرَّزلا َنِم ْيِقاَو َّسلا ىَلَع َابِ َضْرَلأا ِيرُْكن اَّنُك :َلَاق ٍدْعَس ْنَع ,ِبَّيَسٌ
لما
 اَه َِيرُْكن ْنَأ َانَرََمأَو ,َكِلَد ْنَع ملسو ويلع للها ىلص للها ُلْوُسَر َاناَه َن َف ,اَه ْ نِم َِءامْلِاب َدِعَس
.ٍةَّضِف َْوأ ٍبَىَدِب50  )دواد وبا هاور( 
“Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari 
Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari 
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Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-
Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami 
menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. 
Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami 
agar membayar dengan uang emas atau perak”. (HR. Abu Daud)51 
Hadiṡ ini memberikan gambaran tentang praktik pengupahan pada 
zaman dahulu dimana pengupahan dibayarkan dengan hasil panen 
mereka, dan kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan disuruh 
mengganti upah sewa tersebut berupa emas dan perak. Hal ini 
menunjukan bahwa akad Ijārah telah dipraktikkan dan Rasulullah telah 
memberikan aturannya, sehingga akad Ijārah sah dilakukan dan 
dibenarkan oleh syariah. 
c. Hadiṡt tentang penentuan standar upah 
َار ِْبا ْنَع دَاَحْ ْنَع ًدَاَحْ انث ُجْيَرُس انث:لاق بأ نيثدح للها ُدْبَع اَن َثَدَح ِديِعَس ِبَأ ْنَع مْيِى
 َو ,ُُهرْجَأ َ َّيْ َب ُي َّتََّح ِْيِجَْلأا ِراَجْئِتْسِا ِنَع ىَه َن َمَّلَسَو ِوْيَلَع للها ىلص للها لوسر نأ ِِّيرُْدْلْا
.ِرَجَْلْا ِءاَقْلِإَو ِسْمَّللاَو ِشْجَّنلا ِنَع
52
 
“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: Suraij 
berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa‟id 
Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memeperkerjakan 
seorang buruh hingga dijelaskan besar bayarannya, beliau juga 
melarang dari najasy (menaikan harga untuk menipu pembeli), lams 
(barang yang telah dipegang harus dibeli), melempar batu (barang 
yang terkena lemparan batu harus dibeli).”53 
Hadiṡt di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin 
memperkerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan besaran 
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upahnya secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan 
upah yang akan diterima pekerja dan menghindari masalah-masalah 
yang akan timbul dikemudian hari.
54
 
c. Dasar hukum Ijārah dalam ijma‟ 
Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma‟ bahwa Ijārah 
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia
55
 dan Ibnu Qudamah 
menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah 
bersepakat bahwa Ijārah diperbolehkan.56 
Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur‟an, as-Sunnah, dan ijma‟ semakin 
memperjelas bahwa akad Ijārah dalam hal upah-mengupah hukumnya 
diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam. 
3. Syarat dan Rukun Ijārah 
Pada dasarnya akad Ijārah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun  
adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat 
adalah sesuatu yang harus dpenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat  
tersebut harus dipenuhi, sehingga Ijārah tersebut dapat dikatakan sah menurut 
syara‟. Adapun rukun Ijārah menurut ulama Ḥanafiyah adalah ijāb dan qabūl 
dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
57
 Dalam Kompilasi Hukum Ekomomi 
Syariah  rukun Ijārah di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat mu‟jīr 
(pihak yang menyewa), musta‟jīr (pihak yang menyewakan), ma‟jūr (benda yang 
diIjārahkan), dan akad.58 Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun Ijārah terdiri 
dari empat macam, diantaranya: 
a. „Aqīdain (orang yang berakad) 
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Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu mu‟jīr dan 
musta‟jīr. Mu‟jīr adalah orang yang menerima upah atau orang yang 
menyewakan, sedangkan musta‟jīr adalah orang yang membayar upah, 
untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. „Aqīd disyaratkan 
harus orang yang balīgh, berakal, cakap melakukan taṣarruf (mengendalikan 
harta), dan saling meridhai.
59
 
b. Sighat (ijāb dan qabūl), akad yang dilakukan anatara mu‟jīrdan musta‟jīr. 
Ṣighat dalam transaksi Ijārah adalah sesuatu yang digunakan untuk 
mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang 
mewakilinya.”60 
 
c. Ujrah (uang sewa atau upah) 
Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk 




d. Ma‟qūd „alaih (manfaat) 
Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik 
berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.
62
 
Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-
syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad.
63
 
Dalam Ijārah terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya: 
a. Syarat In‟īqad (syarat terjadinya akad), 
Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang 
yang telah balīgh dan berakal (Mazhab Syafi‟i dan Hanbali). 64  Sehingga 
                                                          
59Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hlm. 
170. 
60
Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, Ensiklopedi, hlm. 316. 
61
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 118. 
62
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh, hlm. 321. 
63
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 





apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, 
apabila menyewakan harta atau dirinya maka Ijārahnya tidak sah. Berbeda 
dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang 
melakukan akad tidak harus mencapai usia balīgh. Anak yang sudah 
mumayyiz (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad Ijārah dengan 
syarat harus diketahui oleh walinya.
65
 
b. Syarat Nafaz (syarat berlangsungnya akad), 
Syarat berlangsungnya (Nafaz) akad Ijārah yaitu terpenuhinya hak 
milik. Apabila „Aqīd tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang 
dilakukan oleh fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa 
izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah 
dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya 
bersifat Mauqūf (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik 
barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi‟iyah dan Hanabilah yang 
menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.
66
 
c. Syarat Sahnya Ijārah 
Ada beberapa syarat sah Ijārah yang harus dipenuhi yang berkaitan 
dengan pelaku („Aqīd), objek (Ma‟qūd „alaih), sewa atau upah (ujrah), serta 
akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya: 
1) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu 
dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka 
transaksi dianggap tidak sah dan batal.
67
Mengingat fikih muamalah 
adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu 
dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan 
mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela 
(an-taraḍin) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan 
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pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-
masing pihak.
68
 Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam surat an-
Nisa ayat 29: 
 َنوُكَت َنأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ ْاوُلُكَْأت َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ٍضَار َت نَع ًَةراَِتِ
﴿ ًاميِحَر ْمُكِب َناَك َوّللا َّنِإ ْمُكَسُفَنأ ْاوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِّمٕ٢﴾ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa”: 29)69 
2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, 
agar tidak menimbulkan pertentangan diantara ‟Aqīd. Untuk 
mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat 
barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil 
dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan 
jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan 




 َجْأَتْسا ِنَم" : َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ ُوْنَع ُللها َىِضَر ِِّىرُْدلْا ِدْيِعَس ِبىَأ ْنَعَو َر
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“Dari Abu Said ad-Khudri ra, Nabi saw. bersabda, “Barang siapa 
memperkerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya”. (HR 
Abdurrazzaq). Pada sanad hadiṡ ini terdapat unsur inqitha‟, munqathi‟. 




3) Objek Ijārah (Ma‟qūd „alaih) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun 
syar‟i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu 
yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal 
untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar‟i, seperti 
menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
73
 
4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan 
agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan 
agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya 
perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual 
minuman keras atau judi.
74
 
Para ulama telah sepakat melarang Ijārah, baik benda atau orang 
untuk digunakan dalam berbuat dosa. Dilarangnya perbuatan tersebut 
berdasarkan kaidah fiqh: 
 ُزْوَُيَ َلا ىِص اَعَ
لما َىلَع ُراَجْئِتْس ِْلإا75 
“Menyewakan untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh” 
Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang menyewa 
(menggaji) seorang mu‟azzin, imam shalat dan menggaji seorang yang 
mengajarkan al-Qur‟an. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak 
membolehkan (atau hukumnya haram) karena termasuk dalam pekerjaan 
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 nad aynnakhelobmem hayi‟ifayS nad hayikilaM aratnemeS 
 na‟ruQ-la nakrajagnem anerak hapu amirenem helob gnaroeses
.salej gnay naajrekep malad kusamret
77
 adbaS malad naksalejid itrepeS 
 ,ibaN
: سمعت سهل بن سعد بد الله، حّدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقولحدثنا علي بن ع
الّساعدّي، يقول : إّنّ لفي القوم عند رسول الله إذقامت امرأة فقالت: يارسول الله، إّنّا 
قد وىبت نفسهالك، فرفيها رأيك! فلم يَبها شيئا. ّثْ قامت فقالت: يارسول الله، إّنّا 
إّنّا قد قد وىبت نفسهالك، فرفيها رأيك! فلم يَبها شيئا. ّثْ قامت الثّالثة فقالت: 
َىْل وىبت نفسهالك، فرفيها رأيك! فقام رجل فقال: يارسول الله أنكحنيها. قال: 
ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء؟ قَاَل: َلا َواِلله، يَا َرُسْوَل اِلله. َفقاَل: اْذَىْب ِإَل أَْىِلَك، فَاْنظُْر َىْل تَِِ ُد 
َشْيًئا. َفَذَىَب ُثَّْ َرَجَع ف ََقاَل: َلا َواِلله، َما َوَجْدُت َشْيًئا. ف ََقاَل َرُسْوُل اِلله : اْنظُْر َوَلْو 
ٍد. َفَذَىَب ُثَّْ َرَجَع، ف ََقاَل: َلا َواِلله، يَا َرُسْوَل اِلله، َوَلا َخاَتًَا ِمْن َحِدْيٍد، َخاَتًَا ِمْن َحِدي ْ
َوَلِكْن َىَذا ِإَزارِي ف ََلَها ِنْصُفُو. َفقَاَل َرُسْوُل اِلله : َما َتْصَنُع بِِإزَارَِك، ِإْن لَِبْسَتُو لَْ َيُكْن 
َسْتُو لَْ َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُو َشْيٌء. َفَجَلَس الرَُّجُل َحتََّّ ِإَذا طَاَل َعَلي ْ َها ِمْنُو َشْيٌء، َوِإْن لَب ِ
؟ َمَِْلَسُو قَاَم، ف ََرآُه َرُسْوُل ِلله ُمَوالًِيا فََأَمَر ِبِو َفُدِعَي، ف ََلمَّ ا َجاَء قَاَل: َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآن ِ
                                                          
67
 .332 .mlh ,iagabreB ,nasaH ilA .M
77





 اَذَك َةرْوُسَو اَذَك َُةرْوُس ْيِعَم :لاق– َّدَعاَىَد-  .ْمَع َن :َلَاق ؟َكِبْل َق ِرْهَظ ْنَع َّنُىُؤَرْق َت :َلَاقَف
)ىراخبلا هاور( ِنآْرُقْلا َنِم َكَعَم َابِ اَهَكُتْكَّلَم ْدَق َف ،ْبَىْذا :َلَاق78 
“Diceritakan dari Ali bin Abdillah, diceritakan dari Sufyan 
katanya Abu Ja‟far mendengar dari Sahal bin Sa‟ad As Sa‟idiy katanya: 
“Sesungguhnya saya berada pada kaum di sisi Rasulullah shallallahu 
„alaihi wa sallam, tatkala ada seorang perempuan berdiri seraya 
berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 
sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana 
pendapatmu?” beliau tidak menjawab sedikitpun. Wanita itu berdiri 
seraya berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, 
sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana 
pendapatmu?”. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata: 
“Wahai Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, kawinkanlah saya 
dengannya”. Nabi bertanya: “Apakah engkau punya sesuatu untuk 
dijadikan mahar?” “Tidak demi Allah, wahai Rasulullah,” jawabnya. 
“Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan 
sesuatu,” pinta Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Laki-laki itu 
pun pergi, tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak 
mendapatkan sesuatu pun,” ujarnya. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam bersabda: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” Laki-
laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, 
wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, 
tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini.” “Apa yang dapat 
kau perbuat dengan izarmu? Jika engkau memakainya berarti wanita 
ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu 
tidak memakai sarung itu.” Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah 
lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 
melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk 
memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah 
shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bertanya, “Apa yang kau hafal 
dari Al-Qur`an?” “Saya hafal surah ini dan surah itu,” jawabnya. 
“Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?” tegas 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. “Iya,” jawabnya. “Bila 
demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan 
wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur`an yang engkau 
hafal,” kata Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari 
no. 5087). 
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Mahar biasanya bermakna harta. Disamping itu Rasulullah 
mengatakan: 
 ُّرَم ملسو ويلع للها ىلص ِّبَِّنلا ِباَحْصَأ ْنِم ًارَف َن َّنَأ امهنع للها يضر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَعف او
 ِءاَمْلا فِ َّنإ ٍقَار ْنِم ْمُكيِف ْلَى : َلاَق َف ِءاَمْلا ِلَْىأ ْنِم ٌلُجَر ُْمَلَ َضَرَع َف ، ٌغيِدَل ْمِهيِف ٍءَابِ
 نم ةعوممَ : يأ[ ٍءاَش ىَلَع ِباَتِكْلا ِةَِتاَفِب َأَرَق َف ْمُه ْ نِم ٌلُجَر َقََلطْنَاف ؟ اًغيِدَل ًلُجَر
 َجَف ، ََأر َب َف ،]منغلا ِباَتِك ىَلَع َتْذَخَأ : اوُلَاقَو ، َكِلَذ اوُِىرَكَف ، ِِوباَحْصَأ َلِإ ِءا َّشلِاب َءا
 ، ًارْجَأ ِوَّللا ِباَتِك ىَلَع َذَخَأ ، ِوَّللا َلوُسَر َاي : اوُلاَق َف َةَنيِدَمْلا اوُمِدَق َّتََّح ؟ ًارْجَأ ِوَّللا
 : ملسو ويلع للها ىلص ِوَّللا ُلوُسَر َلاَق َف هاور )ِوَّللا ُباَتِك ًارْجَأ ِوْيَلَع ُْتمْذَخَأ اَم َّقَحَأ َّنِإ(
 ( يراخبلا5045( 
“Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa sekelompok dari 
para shahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam melewati 
perkampungan yang terkena sengatan. Maka salah seorang penduduk 
perkampungan menawarkan seraya mengatakan, “Apa ada diantara 
kamu semua orang yang meruqyah. Sesungguhnya ada seseorang 
terkena sengatan di perkampungan? Maka ada salah seorang diantara 
mereka pergi dan dibacakan Fatihatul Kitab (dengan imbalan) 
sejumlah kambing dan sembuh. Maka beliau sambil membawa kambing 
kembali ke teman-temannya. Sementara mereka tidak menyukainya. 
Seraya mengatakan, “Apakah kamu mengambil upah dari kitabullah? 
Sampai mereka di Madinah. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, 
mengambil upah dari Kitabullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya yang paling berhak anda mengambil 
upah itu dari kitabullah.” (HR. Bukhori no. 5405).79 
Berdasarkan haditṡ di atas, ulama Mazhab Malikiyah berpendapat 
bahwa menggaji seorang mu‟aazin dan imam shalat hukumnya boleh, 
sebagaimana yang dilakukan di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. 
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Berbeda halnya dengan Ulama Mazhab Syafi‟i yang tidak membenarkan 
menggaji seorang imam shalat.
80
 
5) Manfaat Ma‟qūd „alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
Ijārah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai 
dengan tujuan dilakukannya akad, makaIjārah tidak sah. Misalnya 
menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan 




6) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah 
termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau 
mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat 




Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya:
83
 
a) Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui. Syarat ini 
diperlukan dalam Ijārah, karena ujrah (upah) merupakan harga atas 
manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah/ 
(ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun 
sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya 
namun hukumnya tetap sah. 
b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat Ma‟qūd „alaih. 
Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat 
barang yang disewa maka Ijārah tidak sah. Misalnya menyewa 
rumah dibayar rumah. Pendapat Ḥanafiyah tersebut berbeda dengan 
Syafi‟iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat Ijārah 
d. Syarat Luzum (syarat mengikatnya akad Ijārah). 
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Agar akad Ijārah itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-
benda yang disewakan harus terhindar dari „aib (cacat) yang dapat 
menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu „aib yang 
demikian sifatnya, maka musta‟jīr (orang yang menyewa) memiliki hak 
ḥiyaar (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau 
mem-fasaḥ-nya (membatalkannya).84 Hak fasaḥdiberikan kepada penyewa 
jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu 
barang.
85
 Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di 
charter mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka 
akad Ijārah harus fasaḥ (batal), karena Ma‟qūd „alaih(objek sewa) rusak 
total, dan hal ini menyebabkan fasaḥ-nyaakad. 
Sayat luzum selanjutnya yaitu tidak terdapat uzur (alasan) yang dapat 
membatalkan akad Ijārah. Misalnya, apabila terdapat uzur diantara salah 
satu pihak yang melakukan akad baik mu‟jīratau musta‟jīr, atau terdapat 
uzur di dalam Ma‟qūd „alaih. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk 
membatalkan akad. Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak 
hilang objek akadnya (kemanfaataannya).
86
 
Uzur yang menyebabkan fasaḥ ada  tiga macam, diantaranya: 
1) Uzur dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja 
sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak 
menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.. 
2) Uzur dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan 
memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali 
dengan menjual barang yang disewakan.
87
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3) Uzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang 
disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung 
untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk 
kampung berpindah ke tempat lain, maka musta‟jīr tidak perlu 
membayar upah sewa kepada mu‟jīr, atau apabila ada seseorang yang 




4. Macam-macam Ijārah 
Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu Ijārah manfaat dan pekerjaan.89 
a. Ijārah terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa 
manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan 
atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil 
untuk kendaraan,dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak 
diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari 
bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan. 
b. Ijārahterhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu 
pekerjaan. Ijārah ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan Ijārah 
semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh 
bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti 
pembantu rumah tangga, atau tukang kebun. 
Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut „Ajir(tenaga 
Kerja). „Ajir (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam90, yaitu: 
1) „Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang 
untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembatu 
rumah tangga pada orang tertentu. 
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2) „Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari 
satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga 
kerjanya. Hal sepertiini boleh dilakukan dan orang yang menyewa 
tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya 
seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain. 
5. Sifat Akad Ijārah 
Ijārah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang 
boleh di fasaḥ apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau 
gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa Ijārah merupakan akad 
yang tidak bisa di-fasaḥ kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad 
tersebut menjadi fasaḥ, seperti adanya „aib (cacat) dan hilangnya manfaat.91 
Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang 
„Aqīd meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad 
meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan 
kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya 
bahwa, akad Ijārah tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, 
sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
92
 
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah 
Pada dasarnya Ijārah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak 
saling terikat. Dalam perjanjian Ijārah tidak diperbolehkan adanya fasaḥ 
(pembatalan) pada salah satu pihak, karena Ijārah merupakan akad pertukaran 
atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasaḥ. 93 
Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara 
sepihak,
94
 melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena Ijārah 
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termasuk dalam akad mu‟awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.
95
 
Apabila dalam perjanjian terdapatsalah satu pihak (mu‟jīratau musta‟jīr) 
meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. 
Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi 
objek perjanjian masih ada.
96
 Berbeda dengan Ulama Ḥanafiyah yang tidak 
membolehkannya  kepada ahli waris dan akad Ijārah dianggap batal. Sedangkan  
pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena 
termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak 
membatalkan akad Ijārah tersebut.97 
Ijārah akan menjadi batal (fasaḥ) bila terdapat hal-hal sebagai berikut: 
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh. 




d. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka 
waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat 
alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa 
tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa 




e. Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat 
terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan 
bahwa uzur juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian 
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Ijārah, meskipun memungkinkan bahwa uzur ini datang dari salah satu pihak 
(mu‟jīr dan musta‟jīr).100 
7. Pembayarah Ujrah (Upah) 
Jika Ijārah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada 
pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan 
mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara 
berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut 
Imam Syafi‟i dan Ahmad, bahwa apabila seorang mu‟jīr menyerahkan benda 
yang disewakam kepada  penyewa (musta‟jīr), maka mu‟jīr berhak menerima 
pembayaran karena musta‟jīr sudah menerima suatu manfaat.101 
Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik 




a. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan. 
 َث َّدَح ُدْبَع اَن َث َّدَح : ُّيِمَل َّسلا َةَّيِطَع ِنْب ِديِعَس ُنب ُبْىَو َاَنث َّدَح : ُّيِقْشَم ِّدلا ِدِيلَولا ُنْب ُساَّبَعلا اَن
 ِللها لوسر لاق :لاق َرَمُع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع ,ِوِْيَبأ نَع ,َمَلْسَأ ِنْب ِدْيَز ُنْب ِنَْحَّْرلا ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص
 َمَّلَسَو.))ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق ,َُهرْجَأ َر ْ يِجَلأا اُْوطَْعأ (( :
103
 
“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari 
Wahb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin 
Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW 
Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering 
keringatnya”.104 
                                                          
100
Chairuman Pasaribu, Hukum, hlm. 58-59. 
101
Hendi Suhendi, Fiqh, hlm. 121. 
102
Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan, hlm. 806. 
103
Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-
Fikr, tt), hlm.634 
104
Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-





b. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang 
dijadikan sewa berupa barang atau benda. 
c. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu 




1. Pengertian „Urf 
„Urf atau disebut juga adat menurut definisi Ushul Fiqh adalah sesuatu 
yang sudah di biasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap 
dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan „urf itu adalah sesuatuyang sama-
sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga 
diterima keberadaannya ditengah umat.
105
 
Jumhur ulama mengidentikkan term adat dengan „urf keduanya mempunyai 
arti yang sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. Al Jurjani misalnya 
mendefinisikan adat dengan suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan 
manusia karena logis dan selalu dilakukan, sedangkan „urf adalah suatu 
perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal 
sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.„Urf tidak hanya berupa perkataan, tetapi 
juga perbuatan dan meninggalkan sesuatu, karena itu dalam terminologi bahasa 
arab antara „urf dan adat tiada beda.106 
2. Syarat-syarat „Urf 
Berdasarkan definisi diatas, maka adat dapat diterima jika memenuhi syarat 
sebagai berikut : 
a. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya 
perbuatan itu tidak perbuatan maksiat. 
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b. Tidak bertentangan dengan ketentuan naṣ. Baik al-Quran maupun al-Sunnah. 
c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang 
sehat. 




3. Pembagian „Urf 
„Urfatau adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada 
beberapa segi. Diantaranya : 
a. Dari segi apa yang dibiasakan, dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) „Urfqauli atau adat dalam ucapan, yaitu kebiasaan dalam menggunakan 
suatu kata dalam bahasa. „Urf ini kalau berlaku umum di seluruh negeri 
muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran 
hukum.  
2) „Urf fi‟li atau adat dalam perbuatan, yaitu kebiasaan dalam melakukan 
sesuatu. Misalnya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng 
berarti menidakkan. 
b. Dari segi luas pemakaian, dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) „Urf aam atau adat umum, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum 
tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju berlaku diseluruh 
dunia. 
2) „Urfkhaash atau adat khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 
lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan yang lain.  
c. Dari segi penerimaan syara‟ terhadap „Urfterbagi dua, yaitu: 
1) „Urf shahih, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara‟ dan tidak 
berbenturan dengan hukum Islam. tradisi dari masyarakat yang tidak 
bertentangan dengan dalil syara‟. 
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2) „Urf fasid, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-
aturan agama atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan 
tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara‟.108 
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GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK PENGUPAHAN 
PEKERJA TANAM KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO KECAMATAN 
DEMAK KABUPATEN DEMAK 
 
A. Gambaran Umum 
1. Letak Geografis 
Desa Turirejo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Demak  
kabupaten  Demak. Berdasarkan jangkauan jarak dan waktu tempuh dengan 
pusat kabupaten Demak sekitar 10 KM atau 15 menit ditempuh dengan sepeda 
motor. Desa Turirejo merupakan salah satu desa yang cukup maju di wilayah 
Kabupaten Demak, yang pergerakan ekonominya ditopang dari perdagangan dan 
pertanian. 
a. Batas Wilayah 




Sebelah Timur  : Desa Mulyorejo Kecamatan Demak 
Sebelah Barat  : Desa Kenduren Kecamatan Wedung 
Sebelah Utara  : Desa Pasir Kecamatan Mijen 
Sebelah Selatan : Desa Tempuran Kecamatan Demak 
b. Luas Wilayah 
Desa Turirejo termasuk desa yang cukup luas di daerah kecamatan 
Demak kabupaten Demak dengan luas wilayah 641,315 Ha yang terdiri atas 
dua dusun. Sebagai wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya 
sebagai petani, sebagian besar tanah wilayah desa Turirejo terdiri atas lahan 
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2. Keadaan Demografis (Penduduk) 
Berdasarkan data tahun 2018 tentang data demografi Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan desa yang jumlah 




a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin: 
1) Laki – laki  : 5.453 Jiwa 
2) Perempuan  : 5. 280 Jiwa 
b. Jumlah penduduk berdasarkan usia 
1) Usia 0 – 15  : 2.290 Jiwa 
2) Usia 16 – 65  : 7. 237 Jiwa 
3) Usia 65 keatas  :     933 Jiwa 
c. Jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) : 3.331 KK 
d. Tingkat pendidikan masyarakat 
1) Sekolah Dasar  : 5. 891 Orang 
2) SMP   : 1. 265 Orang 
3) SMA   :     405 Orang 
4) Akademi / D1 – D3 :       31 Orang 
5) Sarjana   :       35 Orang 
6) Pasca Sarjana  :         1 Orang 
3. Kondisi Sosial Ekonomi 
Secara umum kondisi sosial ekonomi di Desa Turirejo mayoritas warganya 
sebagai petani dan banyak juga yang merantau untuk bekerja di kalimantan, 
Sumatra, Sulawesi dan bahkan sampai ke Papua. Mata pencaharian penduduk 
atau profesi penduduk Desa Turirejo dapat dilihat sebagai berikut. 
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No Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 866 Orang 
2 Buruh Tani 17 Orang 
3 Karyawan Swasta 283 Orang 
4 Perdagangan 252 Orang 
5 Buruh Lepas 5 Orang 
6 PNS / TNI /POLRI 17 Orang 
7 Perangkat Desa  12 Orang 
Jumlah 1.452Ang 
 
Berdasarkan pada tabel diatas, maka mayoritas masyarakat Desa Turirejo 
mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena jumlah orang yang bekerja 
sebagai petani lebih banyak yaitu ada 866 orang. Mata pencaharian sebagai 
petani selalu menjadi prioritas utama karena luas lahan pertanian masih sangat 




4. Keadaan sosial Keagamaan 
Dalam menjalankan kehidupan beragama, masyarakat Desa Turirejo 
terkenal dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat 
desa Turirejo. Hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah sholat lima waktu 
berjamaah, melakukan puasa dibulan romadlon, memberi infaq dan sodaqoh serta 
membayar zakat. Karena masyarakat Desa Turirejo semua beragama Islam. 
Kemudian kegiatan keagamaan juga terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam 
mengikuti kegiatan–kegiatan masjis ta‟lim seperti jam‟iyyahan bagi ibu–ibu 
maupun remaja putri, kegiatan arisan yang diisi dengan pembacaan surah yasin 
dan tahlil, pengajian dan kegiatan kegiatan keagamaan yang lain. Sarana dan 
prasarana untuk tempat beribadah juga cukup memadai, yakni dengan adanya 2 
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B. Praktik Pengupahan Pekerja Tanam Kacang Hijau Di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak 
1. Latar belakang terjadinya praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau di 
Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 
Jika dilihat dari luas lahan di Desa Turirejo, maka sebagian besar wilayah 
Turirejo merupakan lahan persawahan. Hal ini menyebabkan sebagian besar 
masyarakat Desa Turirejo berprofesi sebagai petani, sehingga sektor pertanian 
sangat penting dalam perekonomian masyarakat.Lahan persawahan didesa 
Turirejo tergolong subur sehingga bisa ditanami tanaman pangan seperti padi. 
Dalam setahun para petani di Desa Turirejo dapat melakukan panen tiga kali, 
yaitu panen padi dua kali dan palawija satu kali. Para petani melakukan 
penanaman padi ketika musim penghujan dan melakukan penanaman palawija 
ketika pada musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba para petani di Desa 
Turirejo lebih memilih menanam palawija seperti kacang hijau. Hal ini 
dikarenakan hasil yang didapatkan dari memanen  kacang hijau lebih besar 
dibanding palawija lainnya. Semakin tinggi pendapatan petani diharapkan 
kebutuhan keluarga juga akan terpenuhi. Hal ini diketahui penulis ketika 
melakukan wawancara dengan salah seorang petani kacang hijau di Desa 
Turirejo yaitu dengan ibu Asriyah, Bahwa : 
“Ketika musim kemarau tiba para petani disini lebih memilih menanam 
kacang hijau dikarenakan hasil yang didapat itu lebih besar dari pada 
menanam lainnya, meskipun modal yang dikeluarkan juga besar”.114 
Jadi, menurut ibu Asriyah salah satu petani di Desa Turirejo mengatakan 
bahwa meskipun modal yang harus dikeluarkan untuk menanam kacang hijau 
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besar, namun para petani lebih memilih menanam kacang hijau dari pada 
tanaman lain. Hal ini karena para petani akan mendapatkan keuntungan yang 
lebih besar ketika panennya itu berhasil. 
Penanaman kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten 
Demak telah dilakukan sejak lama oleh beberapa masyarakat setempat. Awalnya 
hanya beberapa masyarakat saja yang menanam kacang hijau karena biaya yang 
cukup besar untuk menanamnya. Kemudian setelah beberapa lama masyarakat 
tertarik untuk menanam kacang hijau dikarenakan keuntungan yang didapatkan 
lebih besar dibandingkan dengan menanam yang lain. 
Untuk pengupahannya biasanya para petani mengikuti sistem pengupahan 
dari petani kacang hijau yang sudah terlebih dahulu menanam kacang hijau 
dengan menggunakan ketentuan persentase 4:1 yang 4 bagian si pemilik sawah 
dan 1 untuk para pekerja. Hal ini diketahui penulis setelah melakukan wawancara 
dengan bapak Khumaidi selaku pemilik sawah, dia mengatakan: 
“Sistem pengupahan untuk pekerja buruh tanam kacang hijau disini hanya 
mengikuti sistem pengupahan yang sudah ada yang dilakukan oleh para petani 
sebelumnya. Biasanya pemilik sawah memberikan upah setelah masa 
pemanenan, dengan bayaran ketentuan 4:1. 4:1 ini upah dari waktu 
penanaman (ulur) kacang hijau dan waktu panen. 4 untuk si pemilik sawah 
dan 1 untuk sipekerja buruh tanam kacang hijau.Tetapi ketika gagal panen ada 
pemilik sawah memberi upah dibawah itu atau tidak dikasih tetapi bisa ikut 
bekerja dipenanaman selanjutnya”.115 
Sampai saat ini untuk sistem pengupahan terhadap pekerja tanam kacang 
hijau para petani mengikuti petani terdahulu (nenek moyang), yaitu dengan 
ketentuan persentase 4:1 hasil dari upah menanam dan memanen. Ketika waktu 
mengalami gagal panen upah bisa dibawah itu. 
2. Para pihak yang bersangkutan 
Adapun yang para pihak yang bersangkutan dalam praktik pengupahan 
pekerja tanam kacang hijau, yaitu: 
a. Pemilik sawah (petani) 
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Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah 
sawahnya untuk ditanami tanaman kacang hijau. Pada saat penanaman dan 
pemanenan kacang hijau pemilik sawah meminta bantuan para pekerja buruh 
untuk menyelesaikan pekerjannya disawah. Karena pemilik sawah tidak 
mungkin menyelesaikannya sendiri baik saat menanam bibit kacang hijau 
maupun memanen kacang hijau. 
Adapun beberapa pemilik sawah yang peneliti temui dan mengikuti 
praktik ulur kacang ijo di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten 
Demak, yaitu : 
1) Bapak Khuamidi,  
2) Bapak Ahmadi, dan 
3) Bapak Subeno. 
b. Pekerja 
Pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu 
menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah, dalam hal ini yaitu membantu 
untuk menanam bibit-bibit kacang hijau dan memanen ketika pada saat masa 
panenan. Pekerja akan merasa terbantu karena mendapatkan penghasilan dari 
pemilik sawah ketika membantu melakukan penanaman bibit-bibit kacang 
hijau dan memabantu memananen kacang hijau ketika pada saat panen. 
Adapun beberapa pekerja yang peneliti temui dan mengikuti praktik 
ulur kacang ijo di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, 
yaitu : 
1) Ibu Asriyah,  
2) Ibu Siti, 
3) Ibu Kodriyah, dan  
4) Ibu Suwanti. 
3. Pelaksanaan upah terhadap pekerja tanam kacang hijau 
Ketika musim kemarau tiba para petani mencari pekerja buruh tanam 





untuk ditanam dan ketika pada saat panen para petani juga meminta bantuan 
kembali ke para pekerja buruh. 
Sebelum dilakukan pekerjaan penanaman bibit-bibit kacang hijau dan  
pemanenan kacang hijau tentu saja para petani akan mencari pekerja buruh untuk 
membantu mereka melakukan penanaman dan pemanenan. Dengan adanya hal 
tersebut kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi 
pemilik sawah, mereka merasa terbantu dengan bantuan penanaman bibit kacang 
hijau dan pemanenan hasil kacang hijau dari para pekerja buruh, sedangkan bagi 
para pekerja buruh mereka juga merasa terbantu karena mereka mendapatkan 
penghasilan dari pekerjaan tersebut. 
Dimana untuk pekerjaan penanaman bibit kacang hijau dan pemanenan 
bibit kacang hijau terdapat beberapa kategori: 
a. Pelaksanaan Ijābdanqabūl 
Ada pun pelaksaan ijābqabūl yang mereka lakukan yaitu dengan 
menggunakan kalimat lisan atau ucapan. Perjanjian dibuat tidak tertulis dan 
juga tidak dibahas secara rinci terkait dari hak dan kewajiban dari kedua 
belah pihak. Namun, perjanjian yang dibuat oleh keduanya adalah 
berdasarkan mufakat bersama (kesepakatan kedua belah pihak) tanpa adanya 
unsur paksaan. Para pemilik sawah meminta pekerja buruh untuk membantu 
mereka dalam melakukan penanaman bibit-bibit kacang hijau dan pada saat 
pemanenan. Berikut contoh ijābqabūl yang dilakukan oleh pemilik sawah 
dan pekerja buruh 
Pemilik sawah: “Bu, hari Sabtu ibu nganggur apa tidak ya? Kalau    
nganggur, nanti kerja di tempat saya untuk menanam 
bibit-bibit kacang hijau (ulur), dan ketika pada saat 
panenan nanti bisa ikut memanen”. 
Pekerja buruh : “oh iya pak, Sabtu besok saya bisa.” 





Dengan ijābqabūl seperti diatas maka pekerja tidak diberitahukan 
berapakah upah yang akan mereka terima, karena mereka sudah paham adat 
di desa tersebut. 
Untuk para pekerja sendiri, mereka tidak berani menanyakan 
berapakah upahnya nanti, akan tetapi biasanya sepengetahuan mereka upah 
yang akan mereka dapatkan nantinya adalah sesuai dengan ketentuan 
persentase 4:1 dari hasil panen. Akan tetapi, ketika gagal panen atau panen 
tidak sempurna (terkena hama) ada beberapa pemilik sawah yang 
memberikan upahnya tapi di bawah ketentuan persentase 4:1 atau biasanya 
sesuai dengan keikhlasan pemilik sawah. Akan tetapi ada beberapa pemilik 
sawah yang memberikan upah di tahun kedua. Hal ini diketahui penulis 
setelah melakukan wawancara dengan beberapa pekerja diantaranya : 
1) Ibu Siti. Dia mengatakan : 
“Tergantung yang punya sawah. Kalo pas gagal ganen, segagalnya-
gagalnya kalau saya kadang masih dikasih tapi tidak sesuai di awal 
kesepakatan, ya biasanya paling hanya seberapa. tetapi pas panennya 
tidak begitu bagus saya tetep dikasih upah yang sesuai kesepakatan 
awal dengan ketentuan 4:1.Karna kita sama-sama membutuhkan 
bantuan, sana membutuhkan tenaga buruh dan buruh juga mencari 
penambahan penghasilan meskipun kalau gagal panen ada yang 
dikasih upah ada yang tidak dikasih walau dikasihpun tidak sesuai 
dengan yang diawal.”116 
Menurut salah satu pekerja yaitu Ibu Siti mengatakan bahwa 
ketika gagal panen para pekerja mendapat upah tapi tidak sesuai dengan 
ketentuan persentase 4:1 melainkan hanya imbalan sukarela dari pemilik 
sawah. Selain dengan imbalan sukarela, pemilik sawah juga 
menawarkan pekerja saat itu untuk ikut ulur pada musim selanjutnya. 
Akan tetapi kebanyakan petani bisa panen dengan maskimal sehingga 
bisa di bagi dengan ketentuan persentase 4:1. Jika masih bisa panen tapi 
tidak sempurna seperti musim sebelumnya maka tetap dibagi dengan 
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persentase 4:1. Menurut Ibu Siti hal itu sudah biasa dilakukan, jadi 
menurutnya tidak ada masalah jika dia mendapatkan upah di bawah 
ketentuan persentase 4:1 meskipun dia merasa tidak adil jika upahnya 
tidak seperti upah yang diberikan biasanya. Akan tetapi, dia tidak berani 
protes karena tidak ada perjanjian di awal. 
2) Ibu Suwanti. Dia mengatakan : 
“Saya diupah dengan hasil panen biasanya dengan ketentuan 
persentase 4:1. 4:1 ini upah dari saya menanam kacang hijau sampai 
upah ikut pemanenan nanti. Biasanya saya diupahnya dengan hasil 
panenan. Karena sudah biasanya orang-orang sini menggunakan hasil 
panen. Kalau pas lagi hasil bagus, saya diupah dengan sesuai, tapi pas 
gagal panen saya dikasih hanya saja tidak seperti kesepatan awal 
dengan ketentuan persentase 4:1, dan ketika hasil panen yang kurang 
bagus saya tetap dikasih dengan persentase 4:1.”117 
Sama halnya dengan pekerja yang lain ibu Suwanti digaji dengan 
upah hasil panen dengan ketentuan persentase 4:1. Jika mengalami 
kegalalan maka dia dibayar dengan seadanya/sukarela pemilik lahan. 
Sedangkan ketika panen tapi kurang sempurna dia tetap dibayar sesuai 
dengan hasil panen persentase 4:1. 
3) Ibu Kodriyah. Dia mengatakan: 
“Sistem upahnya, saya diupah dengan menggunakan hasil panen, 
denganketentuan persentase 4:1. Persentase itu 4 untuk pemilik sawah 
dan 1 untuk buruh.Saya pernah diupah memakai upah uang dan itu 
tetap menggunakan hasil persentasi 4:1 dari jumlah hasil panen saya, 
karena saya ada kebutuhan mendesak. Tapi biasanya saya selalu 
diupah memakai hasil panen seperti biasanya. Kalau pas gagal panen 
bisa mengikuti panen selanjutnya dengan mengikuti ketentuan dari 
pemilik sawah, tapi terkadang dikasih upah, dikasihpun tidak sesuai 
kesepakatan, ya biasanya paling hanya seberapa. Tetapi pas panennya 
tidak begitu bagus ya terkena hama gitu saya tetep dikasih upah yang 
sesuai kesepakatan awal denganketentuan4:1.”118 
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Sama seperti pekerja yang lain ibu Kodriyah juga digaji dengan 
upah hasil panen persensate 4:1, akan tetapi dia pernah meminta 
upahnya berbentuk uang, sehingga dia dibayar dengan uang yang setara 
dengan hasil panen persentase 4:1. Jika mengalami kegalalan maka dia 
dibayar dengan seadanya/sukarela pemilik lahan. Sedangkan ketika 
panen tapi kurang sempurna dia tetap dibayar sesuai hasil panendengan 
ketentuan persentase 4:1. Sebenarnya dia merasa tidak adil akan tetapi 
dia membutuhkan pekerjaan juga untuk mendapatkan penghasilan. 
Selain bertanya kepada para pekerja penulis juga melakukan 
wawancara dengan para pemilik sawah/lahan, diantaranya : 
1) Bapak Ahmadi. Dia mengatakan: 
“Untuk pengupahan di Desa ini menggunakan ketentuan 4:1, ya 
termasuk saya juga menggunakan 4:1. Misalnya saya biasanya sekali 
panen itu bisa dapat 3 kwintal dari lahan seluas satu hektar, dari 3 
kwintal itu upahnya saya bagi dengan ketentuan persentase 4:1. Disini 
kalau 3 kwintal = 300kg dibagi dengan 5 bagian karena 4:1 dibagi 5. 
Jadi satu bagian mendapat 60kg sedangkan yang 4 bagian mendapat 
240kg. 1 bagian itu 60kg itu bagi semua buruh yang kerja sama saya, 
dari 60kg saya bagi dengan jumlah buruh yang saya pekerjakan, 
biasanya saya memperkerjakan 10 buruh karena lahan saya luasnya 
sehektaran. Jadi 60kg dibagi 10 buruh ya 6kg, jadi tiap buruh 
mendapat 6 kg. Kalau disini solusinya berbeda, ada yang tetap ngasih 
ada juga yang tidak ngasih. Kalau saya sendiri tetap ngasih ya 
diniatkan sedekah karena mereka sudah bekerja, kalau saya biasanya 
dapat 3 kwintal itu perburuh saya kasih 90 ribu tapi pas gagal panen 
atau dibawah 10 kg ya saya kasih dengan seikhlasnya 25-30 ribu 
perburuh dan semisal kalau panennya tidak sempurna terkena hama 
juga tetep saya kasih dengan ketentuan persentase 4:1 walau hasil 
panen saya sendiri ketika itu dibawah 3 kwintalan. Kalau didesa sini 
kalau tidak dikasih upah ya boleh ikut memanen dalam penanaman 
selanjutnya.”119 
Menurut bapak Ahmadi dia biasanya membayar para pekerja itu 
dengan hasil panen persentase 4:1. Sebelum memberi upah dia bertanya 
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kepada buruh apakah mau upah berupa hasil panen atau uang, jika uang 
maka buruhnya mendapat uang sebesar persentase 4:1. Ketika gagal 
panen para pekerja mendapat upah tapi tidak sesuai dengan ketentuan 
persentase 4:1 melainkan hanya imbalan sukarela dari pemilik sawah 
(bapam Ahmadi). Selain dengan imbalan sukarela, dia juga menawarkan 
pekerja saat itu untuk ikut ulur pada musim selanjutnya, dan 
kebanyakan pada musim selanjutnya petani bisa panen dengan 
maskimal sehingga bisa dibagi dengan persentase 4:1. Jika masih bisa 
panen tapi tidak sempurna seperti musim sebelumnya maka tetap dibagi 
dengan persentase 4:1. Menurut Bapak Ahmadi hal itu sudah biasa 
dilakukan, karena turun temurun dari nenek moyang mereka, jadi 
menurutnya tidak ada masalah. 
2) Bapak Subeno. Dia mengatakan : 
“Saya upah dengan hasil panen kacang hijau dengan persentase 4:1. 
Umumnya didesa Turirejo disini, saya hanya mengikutinya, biasanya 
saya sekali panen bisa dapat beberapa kwintal, dari kwintal saya 
membayarnya dengan persentase 4:1.Saya juga menanyai buruh 
terlebih dahulu mau dibayar dengan hasil panen, apa uang. Meskipun 
ada yang memakai uang saya samakan dengan harga kacang hijau per 
kilonya, dari hasil panen kacang hijau yang sudah dipersentasekan 
dengan 4:1, tetapi memang disini memakai upah dari hasil panenan 
nanti.Kalau pas gagal panen disini beda-beda. Tergantung si pemilik 
sawah. Biasanya kalau gagal panen, pemilik sawah ada yang ngasih 
upah dan ada yang tidak ngasih upah. Ketika dikasihpun, upahnya 
seadanya bisa kurang dari apa yang dijanjikan diawal. Dan bisa juga 
ketika tidak dikasih, buruh tadi pas masa penanaman yang akan datang 
buruh yang awalnya bekerja dari nanam sama manen disuruh bekerja 
lagi. Tetapi pas ketika panen tidak bagus terkena hama, buruh tetap 
dikasih dengan persentase 4:1.
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Sama halnya dengan pemilik sawah lainnya, bahwa pak Subeno 
juga membayar dengan hasil panen persentase 4:1, selain itu juga 
menggunakan uang jika para buruh meminta berupa uang, tapi nilainya 
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setara dengan ketentuan persentase 4:1. Begitu halnya dengan gagal 
panen ataupun panen kurang sempurna yang sama dengan pemilik 
sawah lainnya, yaitu dibayar secara sukarela atau ikut manen pada tahun 
selanjutnya. 
b. Pelaksanaan penanaman 
Untuk pekerja buruh yaitu mereka berangkat menanam bibit-bibit 
kacang hijausekitar pukul 06.00-12.00 WIB, biasanya ada beberapa buruh 
dalam penanaman kacang hijau, terdiri dari 1-5 orang buruh atau lebih, 
karena tergantung luas dan sempitnya lahan sawah sipemilik sawah. Ada 
juga yang sehari belum selesai kemudian dilanjut keesokan harinya. Bibit-
bibit kacang hijau disediakan oleh pemilik sawah. Untuk penanaman bibit-
bibit kacang hijau ada sebagian buruh yang melubangi dengan memakai 
kayu yang bawahnya lancip agar bisa berbentuk lubangan kecil untuk 
pemasukan biji bibit kacang hijau, dan ada yang memasukan bibit-bibit 
kacang hijau kedalamnya selanjutnya ada juga yang menyiraminya dengan 
air. Pekerja buruh kacang hijau mayoritas dilakukan oleh pekerja 
perempuan. Upah yang mereka dapat biasanya menunggu hasil panen, 
dengan para penanam ikut memanen dan nanti hasilnya dibagi dengan 
ketentuan persentase 4:1, yaitu 4 bagi pemilik sawah/lahan dan 1 untuk 
pekerja. 
c. Pelaksanaan pemanenan 
Untuk pemanenan biasanya pekerja melakukan pemetikan dengan 
memotong batang kacang hijau menggunakan gunting ada juga yang 
menggunakan celurit. Selanjutnya para pekerja membawanya pulang, setelah 
sesampainya dirumah pemilik sawah para pekerja membersihkan hasil 
kacang hijau yang berupa biji dengan memetiknya satu persatu. Selanjutnya 
kacang hijau yang sudah dipetik kemudian dijemur. Setelah kering, biji-biji 
kacang hijau dibersikan oleh para pekerja buruh. Para pekerja buruh dibayar 





pemilik sawah dan 1 untuk para pekerja buruh. Upah tersebut merupakan 
pekerjaan butuh dari dari awal yaitu penanaman sampai pada saat 
pemanenan. 
d. Pelaksanaan pengupahan 
Dalam pengupahan pemilik sawah memberitahukan upah yang akan 
diterima pekerja buruh dengan bayaran hasil panen dengan 
ketentuanpersentase 4:1. 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk pekerja buruh. 
Tetapi pada saat gagal panen pekerja buruh tetap mendapatkan upah tetapi 
atas sukarela pemilik sawah/lahan atau bisa dipekerjakan kembali pada saat 
penanaman selanjutnya.Setelah itu pekerja boleh memilih jika gagal panen, 
antara dibayar sekarang dengan seadanya atau ikut menanam dan memanen 
pada musim selanjutnyan dengan persentase 3:2. 
4. Pendapat Ulama Setempat Terhadap Pelaksanakan Praktik Pengupahan Pekerja 
Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak 
Menurut Bapak Suhada‟ Selaku Mudin di Desa Turirejo, beliau 
mengatakan bahwa pelaksanaan pengupahan upah pekerja kacang hijau bagi para 
pekerja tanam kacang hijau disini merupakan suatu kebiasan yang sudah menjadi 
tradisi masyarakat di Desa Turirejo. Perjanjian yang didasari dengan ijābqabūl 
yang sah. Kedua belah pihak saling rela merelakan („antaraadhin), dan 
masyarakat Desa Turirejo merasakan setiap kemanfaatan yang diberikan.  Upah 




Terkait pembayaran upah yang tidak pasti, semuanya kembali pada 
kesepakatan diawal perjanjian. Upah yang didapat sesuai dengan hasil panenan. 
Apabila tanaman padi berkualitas maka upah yang diterima pekerja buruh sesuai 
dengan ketentuan persentase 4:1.  Kalaupun mengalami gagal panen maka 
pekerja buruh tidak mendapakan upah, ada juga yang mendapatkan upah tapi 
                                                          






tidak sesuai dengan ketentuan 4:1, sehingga sudah menjadi resiko dari perjanjian 
yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, menurut Bapak Suhada‟ 
upah pekerja tanam kacang hijau boleh dilakukan. 
Sedangkan menurut salah satu selaku Guru Agama setempat Bapak 
Imamuddin sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan Bapak Suhada‟, menurut  
Bapak Imamuddin dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau adanya 
ketidak adilan antara pemilik sawah dan pekerja buruh, karena upah yang 
diberikan kepada pekerja buruh merasa kurang adil ketika mendapatkan pada 
saat gagal panen, para pekerja mendapatkan upah dibawah ketentuan 4:1 bahkan 
ada yang tidak mendapatkan upah. Namun, beliau mengatakan bahwa semua 
kembali pada perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dimana 
praktik pengupahan tersebut dilakukan kedua belah pihak terjadi karena sudah 
ada ijābqabūl sebelumnya. Pertimbangan kedua belah pihak melakukan 
perjanjian tanpa ada unsur paksaan dalam pengupahan upah pekerja tanam 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA TANAM 
KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK 
KABUPATEN DEMAK 
 
A. Alasan Petani Melakukan Pengupahan Dalam Bekerja Tanam Kacang Hijau di 
Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak 
Masyarakat Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan 
masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Mereka 
menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahanya dalam bidang pertanian untuk 
menutupi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun ada juga penduduk desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, 
karyawan pabrik, dan merantau diluar Jawa itu hanya sebagian kecil, walau demikian 
mereka tetep juga bertani seperti kesawah ataupun kekebun. 
Lahan sawah di Desa Turirejo tergolong sangat subur sehingga bisa ditanami 
dengan tanaman pangan seperti menanam tanaman padi ketika musim penghujan dan 
palawija ketika musim kemarau salah satunya menanam kacang hijau. Dalam setahun 
petani dapat melakukan penanaman sebanyak tiga kali, yaitu panen padi dua kali dan 
panen palawija satu kali. Dengan adanya penanaman dan pemanenan tentu saja 
terdapat praktik upah-mengupah pada saat melakukan penanaman dan pemanenan 
padi maupun palawija, baik ketika panen padi ataupun palawija. 
Membayar upah merupakan kewajiban bagi seorang yang mengupah atau 
memperkerjakan orang lain. Menerima upah bagi orang yang diupah atau yang 
dipekerjakan adalah haknya, karena itu, upah merupakan ganti atau imbalan atas jasa 
yang telah dikerjakannya, kegiatan upah mengupah ini banyak ditemui di Desa 
Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Salah satunya pengupahan terhadap 
pekerja tanam kacang hijau. 
Ulur adalah suatu pekerjaan bercocok tanam kacang hijau yang ada di Desa 





meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu menanam bibit kacang hijau 
sampai dengan masa pemanenan. Kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk 
saling memberi keuntungan selama kurun waktu tertentu dengan menggunakan upah 
pembayaran berupa hasil panen kacang hijau dengan ketentuan persentase 4:1, 4 
untuk pemilik sawah dan 1 untuk buruh tani. Praktik ini dilakukan atas dasar 
kesepakatan petani dan buruh tani. Selama ini masyarakat melakukan sesuai dengan 
adat yang belaku. 
Pelaksanaan praktik pengupahan upah kacang hijau di Desa Turirejo ini 
terdapat dua belah pihak yang berakad yaitu pemilik sawah atau petani dan pekerja 
buruh tani. Dalam hal ini pemilik sawah disebut sebagai musta‟jīr yaitu orang yang 
membayar upah atau menyewa pekerja untuk melakukan pekerjaan, sedangkan 
pekerja disebut sebagai Mu‟jīr yaitu orang yang menerima upah atau menyewakan 
tenaga untuk membantu pemilik sawah menyelesaikan pekerjaan. 
Dalam sebuah akad perjanjian kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
harus melakukan kesepakatan, dalam hal ini yaitu menggunakan ijāb qabūl. Dimana 
ijāb qabūl yang dilakukan pemilik sawah dengan pihak buruh tani menggunakan 
ucapan lisan tanpa disertai bukti tertulis. Pihak pemilik sawah melakukan penawaran 
pekerjaan kepada pekerja dengan mendatangi langsung kerumah pekerja buruh tani. 
Rasa kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari pelaksanaan praktik pengupahan 
upah pekerja tanam kacang hijau ini. Namun demikian, tidak berarti perjanjian 
tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal 
yang tidak diinginkan penting kiranya sebuah perjanjian dibuat secara tertulis 
layaknya hitam diatas putih. 
Pada praktiknya upah dibayarkan oleh pemilik sawah kepada pekerja buruh 
sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Hal ini terjadi dengan adanya 
perpindahan manfaat bagi tenaga maupun jasa. Dimana pihak pekerja buruh 
membantu para petani untuk memanam bibit kacang hijau dan memanen hasil 
tanaman kacang hijau. Sedangkan pemilik sawah memberikan upah sebagai imbalan 





Berdasarkan keadaan yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten 
Demak, ketika pada saat musim kemarau para pemilik sawah membutuhkan jasa 
tenaga untuk bercocok tanam menanam kacang hijau. Perjanjian terjadi ketika para 
pemilik sawah meminta bantuan kepada pihak buruh tani untuk membantu menanam 
bibit-bibit kacang hijau yang akan ditanam disawahnya. Sementara pihak pemilik 
sawah membayar upah berupa hasil panen kacang hijau nantinya dengan ketentuan 
sebesar 4:1. 
Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah terlebih dahulu 
pekerja itu mengetahui apa pekerjaan yang akan dilakukannya. Berapa upah yang 
akan diterima dan waktunya jelas, harus jelas terlebih dahulu semuanya, baru pekerja 
bisa diperkerjakan.
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 Atau upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Dalam 
praktik ulur ini pekerja tahu mengenai upah yang akan diterima dan waktunya, yaitu 
menggunakan dan ketika hasil panen. Akan tetapi upahnya hanya berbentuk 
porsentase 4:1 dari hasil panen, sehingga jika petani mengalami gagal panen, bayaran 
upah bisa tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati diawal 
4:1, tetapi upah yang diberikan bisa lebih sedikit dibawah ketentuan 4:1 bahkan ada 
yang tidak mendapat upah sama sekali tetapi dengan mengikuti periode ulur 
selanjutnya. 
Pada umumnya upah dibayarkan dengan bentuk nilai uang, namun tidak dalam 
praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau ini, dimana pemilik sawah memberi 
upah kepada pekerja buruh tidak berupa uang tapi melainkan berupa hasil panen 
kacang hijau. Bayaran pada hasil panen kacang hijau sudah ditentukan dengan pasti 
besaran jumlahnya. Tetapi pada saat mengalami gagal panen kacang hijau, upah yang 
sudah ditentukan diawal, bisa lebih sedikit dari yang sudah ditentukan diawal dengan 
tidak ada kesepakatan kepada pihak pekerja buruh, bahkan bisa jadi tidak 
mendapatkan upah, karena petani mengalami kerugian. 
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Dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau, upah tidak diberikan 
berdasarkan besaran tenaga atau jasa yang dikeluarkan, tetapi upah yang diberikan 
berdasarkan penghasilan yang didapat petani. Jika hasil panen bagus upah yang 
diterima pekerja buruh sesuai dengan ketentuan 4:1, namun apabila mengalami gagal 
panen maka upah yang diterima pekerja buruh lebih sedikit dibawah ketentuan 4:1, 
bahkan tidak mendapatkan upah tetapi mengikuti masa penanaman dan pemanenan 
selanjutnya. meskipun aturan pengupahan upah dianggap seperti pengupahan yang 
bersifat spekulasi
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 karena perolehan upah yang belum diketahui dengan pasti, 
namun aturan ini telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak pernah 
menimbulkan masalah diantara keduanya. 
Alasan petani tetap menjalan praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau di 
Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak yang terdapat ketidakpastian 
dalam pemberian upah, yaitu  
1. Sistem ulur ini merupakan warisan dari pendahulu desa Turirejo; 
Sebagaimana data pada bab 3 bahwa rata-rata alasan masih 
mempertahankan sistem ini adalah karena warisan dari nenek moyangnya, para 
petani diberi pemahaman dan praktik oleh orang tuanya mengenai sistem ini, 
sehingga para petani hanya melanjutkan saja.  
2. Menambah penghasilan ekonomi keluarga; 
Mata pencaharian masyarakat desa Turirejo mayoritas adalah petani, 
mereka mengandalkan dari bercocok tanam disawah baik padi maupun palawija 
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan adanya ulur ini petani bisa 
mendapat tambahan penghasilan. Meskipun mayoritas petani, warga yang 
bekerja selain petani juga terkadang ikut sistem ini, dengan alasan untuk 
menambah penghasilan maupun untuk dikonsumsi sendiri. 
3. Mengisi waktu luang. 
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Pada prinsipnya pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam di desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak sudah sesuai prinsip keadilan. Dimana 
perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk memperoleh 
keuntungan. Pemilik sawah mendapat keuntungan berupa bantuan dalam menanam 
dan memanen kacang hijau, sedangkan pihak pekerja buruh mendapat upah sebagai 
jasa sudah bekerja menanam dan memanen kacang hijau. Apabila terjadi kerugian 
maka hal tersebut akan ditanggung bersama-sama. 
Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan 
hidup bagi dunia maupun akhirat, dari segi material ataupun non material. 
Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang seimbang menjadikan 
kehidupan yang sejahtera dan mulia. Dengan terpenuhinya dampak positif yang 
berupa maṣlahat, yaitu suatu keadaan yang yang dapat meningkatkan manusia sebagai 




Selanjutnya, terkait pendapat ulama setempat bahwa mereka membolehkan 
adanya praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak, alasan yang menjadi dasar terkait 
diperbolehkannya praktik pengupahan ini yaitu karena unsur maṣlahat yang 
dikandung lebih banyak dibanding unsur muḍarat. Masing-masing pihak 
mendapatkan kemaslahtan berupa manfaat dan keuntungan tanpa adanya pihak yang 
merasa dirugikan. Unsur yang terkait ketidakjelasan pembayaran upah tidak menjadi 
suatu masalah karena telah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan 
akad. 
Dalam perjanjian antara pemilik sawah dan pekerja buruh tercipta sebuah 
prinsip kebersamaan dan tolong menolong, yaitu kedua belah pihak bersama-sama 
menikmati atas rezeki yang diberikan dan menanggung setiap resiko yang terjadi. 
Keduanya saling menyetujui dan tidak merasa dirugikan dalam praktik pengupahan 
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ini. Dan adanya upah yang diberikan maka pihak pekerja mendapatkan manfaat dari 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan, dan pihak petani merasa terbantu dengan 
terselesainya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pengupahan Pekerja Tanam  Kacang 
Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak 
Pengupahan upah pekerja tanam hijau dengan hasil panen kacang hijau 
dibayarkan petani untuk pekerja buruh tanam kacang hijau sebagai imbalan atau jasa 
yang telah diberikan. Praktik ini terjadi dengan adanya perpindahan manfaat baik 
tenaga maupun jasa. Dimana pihak pekerja buruh tani membantu dengan 
menanamkan bibit-bibit kacang hijau dan ketika pada saat pemanenan pekerja buruh 
membantu memanen. Sedangkan petani atau pemilik sawah memberikan upah 
imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja buruh tani. Jika dilihat dari 
hukum Islam, praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak termasuk dalam praktik Ijārah. Ijārah 
merupakan suatu traksaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan konpensasi 
(penggantian) berupa upah atau imbalan. 
Seseorang yang melakukan akad Ijārah harus sesuai dengan hal-hal yang 
disyari‟atkan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana akad tersebut dikatakan sah atau 
tidak. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar Ijārah tersebut dikatakan 
sah menurut hukum Islam. Untuk menganalisis praktik pengupahan upah pekerja 
tanam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak maka perlu dilihat 
rukun dan syarat dari akad Ijārah. 
Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad Ijārah yaitu: 
1. Praktek „Aqīdain (orang yang berakad) 
Dalam „Aqīdain (orang yang berakad) ada dua orang yang melakukan akad 





menyewakan), dan musta‟jīr (orang yang membayar upah untuk melakukan 
sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
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Dalampraktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau yang ada di 
Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak, bisa dikatakan 
telah memenuhi rukun dalam Ijārah. Syarat diatas telah terpenuhi oleh masing-
masing pihak yang melakukan akad. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa 
dalam hal ini petani disebut sebagai musta‟jīr yaitu orang yang membayar upah 
atau menyewa pekerja untuk melakukan pekerjaan, sedangkan pekerja disebut 
sebagai Mu‟jīr yaitu orang yang menerima upah atau menyewakan tenaga untuk 
membantu pemilik sawah/petani menyelsaikan pekerjaan. 
2. PraktikSighat (ijāb dan qabūl) 
Sighat dalam transaksi Ijārah adalah suatu yang digunakan untuk 
mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.
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Dalam Sighat terdapat ijāb dan qabūl, dimana ijāb merupakan pernyataan dari 
pihak pertama (Mu‟jīr) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan qabūl, 
merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua (musta‟jīr) untuk menyewa 
barang atau jasa yang dipinjamkan oleh Mu‟jīr.128 
Dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan ijāb dan qabūl karena 
keduanya merupakan unsur ada dalam sebuah akad, karena sighat yang harus 
dilakukan atau diucapkan (bagi yang mampu) secara jelas dan terang sehingga 
terdapat kesepakatan kedua kehendak. Begitu juga pelaksanaan sighat itu 
dilakukan ditempat yang sama antara kedua belah pihak. Ijāb dan qabūl dapat 
dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas. 
Pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dilakukan dengan ucapan, dimana petani 
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menyatakan meminta bantuan kepada para pekerja buruh untuk menanamkan 
bibit-bibit kacang hijau dan ketika pada masa pemanenan meminta untuk 
memanen disawahnya. Permintaan pemilik sawah kepada pekerja buruh tani 
disebut ijāb. Sedangkan pihak pekerja buruh tani yang menerima ucapan 
permintaan dari pemilik sawah disebut dengan qabūl.Ijāb dan qabūl yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukan kesepakatan dan persetujuan 
diantara keduanya. Sehingga mereka harus memenuhi setiap janji yang telah 
disepakati. Seperti dalam kaidah usul fikih  
 ِبْوُجُوِْلل ِرْمَلاا ِف ُلْصَلاا 
“pada dasarnya perintah itu menunjukan wajib”.129 
Hal di atas menunjukan bahwa janji itu memiliki sifat mengikat serta wajib 
untuk dilaksanakan. Di dalam al-Qur‟an juga dijelaskan tentang anjuran untuk 
menepati perjanjian yaitu, firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1, yang 
berbunyi: 
مُكَل ْتَّلُِحأ ِدوُقُعْلِاب ْاوُفَْوأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ِدْيَّصلا يِّل ُِمَ َر ْ يَغ ْمُكْيَلَع ىَل ْ ت ُي اَم َّلاِإ ِماَع َْنلأا ُةَميَِبَ
﴿ ُدِيُري اَم ُمُكَْيَ َوّللا َّنِإ ٌمُرُح ْمُتَنأَؤ﴾ 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya.”130 
Dengan memperhatikan segala ketentuan syara‟ maka dapat disimpulkan 
bahwa akad sewa itu dapat dilakukan dengan segala bentuk yang dapat 
dimengerti oleh kedua belah pihak secara baik, baik sighat itu berupa perkataan, 
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perbuatan maupun tulisan itu dibolehkan, asal apa yang dimaksud bisa 
dimengerti oleh orang lain. 
3. Praktik Ujrah (upah) 
Ujrah merupakan imbalan yang diberikan oleh musta‟jīr (orang yang 
memberikan upah) kepada mu‟jīr (orang yang menerima upah) sebagai bentuk 
terselesainya pekerjaan. Adanya pembayaran upah menjadi rukun ketiga dalam 
praktik pengupahan dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa 
Turirejo Kecamatn Demak Kabupaten Demak. Upah dibayarkan atas 
terselesainya suatu pekerjaan. Dalam praktik ini pemilik sawah/petani 
memberikan upah berupa hasil kacang hijau yang sudah dipanen dengan 
ketentuan persentase 4:1. Dari sini dirasakan manfaat dari kedua belah pihak 
yaitu pemilik sawah merasakan manfaat yang dimana para pekerja buruh tani 
membantu menanamkan dan memanen kacang hijau disawah, sedangkan para 
pekerja buruh tani mendapatkan manfaat berupa upah dari pemilik sawah. Akan 
tetapi jika mengalami gagal panen, maka upah yang diberikan tidak sesuai 
dengan kesepakatan awal. Sehingga manfaat untuk kedua belah pihak tidak 
terpenuhi. 
4. Praktik Ma‟qūd „alaih (manfaat) 
Terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak yang kemudian 
manfaat ini merupakan rukun dari Ijārah yang keempat, manfaat yang dimaksud 
adalah kegunaan yang akan diperoleh dengan baik berupa barang yang disewa 
atau jasa dari orang yang bekerja.
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 Dalam hal ini yaitu pihak pekerja buruh 
pekerja tanam kacang hijau mendapatkan manfaat berupa upah pembayaran dari 
hasil kerjanya yang membantu menanamkan bibit-bibit kacang hijau dan 
memanen ketika pada saat pemanenan kacang hijau, sedangkan pemilik sawah 
mendapatkan manfaat berupa terbantunya proses penanaman dan pada saat 
pemanenan. 
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Manfaat dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa 
Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak menjadi pelengkap dalam rukun 
Ijārah. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa praktik pengupahan 
pekerja tanam kacang hijau ini tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi keempat 
rukun dalam akad Ijārah. Selain rukun, praktik pengupahan upah pekerja tanam 
kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak harus memenuhi 
syarat Ijārah. 
Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad Ijārah. yaitu: 
1. Syarat In‟īqad (syarat terjadinya akad) 
Dalam syarat In‟īqad, pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di 
Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak harus memenuhi unsur-unsur yang 
sesuai dengan pelaku akad („aqīdain). Seperti yang telah didsebutkan dalam 
rukun Ijārah, pelaku akad yaitu mu‟jīr dan musta‟jīr. Diisyaratkan kepada orang 
yang telah balīgh, memiliki akal yang sehat atau mampu untuk membedakan 




Dalam „aqīdain (pelaku akad) terdiri dari mu‟jīr dan musta‟jīr. mu‟jīr 
berkedudukan sebagai orang yang memberi upah. mu‟jīr disini adalah sebagai 
pemilik sawah/petani, sedangkan pihak pekerja buruh tanam kacang hijau 
berposisi sebagai musta‟jīr, yaitu orang yang mnerima upah untuk melakukan 
sesuatu atau menyewa sesuatu. 
Dalam praktiknya, pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam kacang 
hijau dilakukan oleh para pihak yang telah dewasa, sehingga dianggap telah 
balīgh, berakal, cakap hukum, serta sangat berpengalaman. Oleh karena itu, 
apabila praktik ini dilakukan oleh anak kecil, atau belum memiliki akal sehat 
layaknya orang gila maka akad Ijārah dikatakan tidak sah. 
2. Syarat an-Nafadz (syarat berlangsungnya akad) 
                                                          
132





Syarat an-Nafadz, dalam Ijārah adalah syarat berlangsungnya akad dengan 
terpenuhinya hak milik atau kepemilikan. Dalam praktik pengupahan upah 
pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten 
Demak ini seorang mu‟jīr harus memiliki hak kepemilikan atas tenaga tersebut. 
Tidak dibenarkan apabila seseorang yang melakukan praktik pengupahan upah 
pekerja tanam kacang hijau ini tidak memiliki hak kuasa untuk melaksanakan, 
kecuali terdapat pengalihan kekuasaan. Dimana hak kuasa diberikan secara 
penuh kepada pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan. 
Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa 
Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah sesuai dengan syarat 
berlangsungnya akad, dimana kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang 
bersangkutan. 
3. Syarat Sahnya Ijārah 
Dalam syarat sahnya Ijārah, terdapat beberapa kriteria yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
a. Kerelaan kedua belah pihak 
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk 
melakukan akad Ijārah, apabila salah satu seorang diantaranya terpaksa 
melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
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 Dalam praktik pengupahan 
upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak 
Kabupaten Demak bahwa kedua belah pihak sudah saling rela untuk 
melakukan perjanjian ini dan tidak ada unsur paksaan yang masing-masing 
pihak menyetujui dari setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung. 
Meskipun terkadang muncul rasa ketidakikhlasan dan ketidakadilan saat 
pembayaran upah karena, ketidak sempurnaannya hasil panen akibat gagal 
panen. 
Dalam Firman Allah SWT. Surat an-Nisa ayat 29 







 ًَةراَِتِ َنوُكَت نَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ ْاوُلُكَْأت َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  َلاَو ْمُكن ِّم ٍضَار َت نَع
﴿ ًاميِحَر ْمُكِب َناَك َوّللا َّنِإ ْمُكَسُفَنأ ْاوُل ُتْق َتٕ٢﴾ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Q.S an-Nisa ayat 29).134 
Dalil diatas menjelaskan bahwa kesepakatan dan kerelaan kedua belah 
pihak dan memperoleh harta dengan cara yang tidak batil sangat dianjurkan 
dalam syari‟at Islam. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat 
kerelaan dari kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa 
dibohongi. Sementara itu perjanjian yang dilaksanakan dalam pengupahan 
upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak 
Kabupaten Demak berdasarkan adat kebiasaan, dimana sebuah adat 
kebiasaan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Adat atau kebiasaan 
masyarakat setempat didalam praktik pengupahan upah pekerja tanam 
kacang hijau sudah menunjukkan adanya sikap kerelaan. 
b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui 
Adanya manfaat diketahui yaitu sifatnya guna untuk menghindari 
perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad Ijārah itu tidak 
jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan 




Dalam hal ini manfaatnya yaitu pemilik sawah terbantu oleh para 
pekerja buruh tani menyelesaikan pekerjaanya dari menanam bibit-bibit 
kacang hijau dan membantu memanen pada saat pemanenan kacang hijau. 
Pekerja buruh tani juga mendapatkan upah dari pekerjaanya tersebut. 
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c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki), maupun 
syara‟ 
Menurut kesepakatan fuqaha, akad Ijārah tidak diperbolehkan 
terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) 
dalam praktiknya penyerahan objek dilakukan secara lisan antara pemilik 
sawah dan pekerja buruh tani. Dalam hal ini adanya penyerahan tenaga oleh 
pekerja yang akan diberi imbalan oleh petani. 
d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek Ijārah dibolehkan secara syara‟ 
Hendaknya manfaat yang dijadikan objek Ijārah dibolehkan secara 
syara‟. Sebagai contohnya menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan 
disadur, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk 
berburu dan sebagainya. 
e. Manfaat (Ma‟qūd „alaih) harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
Ijārah yang biasa berlaku umum 
 Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang 
dilakukannya akad, maka Ijārah tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk 
menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu 
sendiri, sehingga Ijārah disini tidak diperbolehkan. 
Dalam praktik pengupahan ini manfaat manfaat ma‟qūd „alaih sesuai 
dengan kebiasaan yang berlaku yaitu adanya penyewaan jasa pekerja untuk 
menanam bibit-bibit kacang hijau dan memanen pada saat masa pemanenan 
kacang hijau. 
f. Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai 
Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak 
yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. Karena imbalan atau upah 
adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan. Sementara harga 





Agar tidak terjadi perselisihan antara mu‟jīr (orang yang memberikan 
upah) dalam hal pengupahan maka terdapat beberapa syarat dalam 
pemberian upah, yaitu: 
1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui 
Syarat ini diperlukan dalam Ijārah, karena ujrah (upah) 
merupakan harga atas manfaat. Dimana sewa merupakan pembayaran 
atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan harus diketahui 
dengan jelas. Misalnya upah (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, 
atau becak, meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan 
jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah. 
Syarat mengetahui upah ini memiiki beberapa bentuk masalah, 
seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah 
makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah 
makanannya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Hal itu karena 
makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak 
jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.
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Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di 
Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak besaran 
pembayaran upah sudah ditentukan diakad awal dengan ketentuan 
persentase 4:1 dari hasil panen. Akan tetapi jika hasil panennya tidak 
sempurna atau mengalami gagal panen besaran upah tidak sesuai dengan 
ketentuan 4:1 tetapi bisa lebih sedikit atau tidak mendapat upah. Namun 
kebiasaan di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, jika 
mengalami gagal panen, petani akan di ikutkan untuk ulur pada periode 
selanjutnya dengan persentase 3:2, dengan ketentuan 3 untuk pemilik 
lahan dan 2 untuk petani. 
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2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (Ma‟qūd 
„alaih) 
Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad 
(ma‟qūd „alaih). Misalkan Ijārah tempat tinggal dibayar dengan tempat 
tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan 
penunggang, dan pertanian dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama 
Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya 
kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah. 
Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini 
menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan 




Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam di Desa Turirjo 
Kecamatan Demak Kabupaten Demak, upahnya berupa kacang hijau 
yang merupakan hasil dari panen tersebut. Akan tetapi pengupahan 
dengan hasil panen kacang hijau sudah menjadi kebiasaan yang 
dilakukan oleh masyarakat setempat. 
4. Syarat Luzum 
Pada dasarnya praktik pengupahan bagi pekerja buruh kacang hijau ini 
merupakan perjanjian yang lazim. Dimana para pihak yang terikat tidak memiliki 
hak untuk membatalkan perjanjian. Namun praktik ini boleh dibatalkan apabila 
objek akad didapati suatu aib (cacat) yang menyebabkan rusaknya manfaat 
dalam praktik pengupahan ini. 
Berdasarkan analisis diatas, jika dilihat dari segi rukunnya, maka dalam 
praktiknya tidak terpenuhi. Demikian juga ada beberapa hal yang tidak terpenuhi 
terkait dengan syarat Ijā rah yaitu upah (ujrah) yang dibayarkan belum diketahui 
ukurannya secara pasti, karena hanya menggunakan porsentase 4:1 dari hasil panen. 







Sedangkan jika gagal panen maka porsentase tersebut tidak digunakan lagi karena 
biasanya di upah secara sukarela dari pemilik sawah atau mengikuti ulur pada musim 
selanjutnya dengan ketentuan 3:2. 
Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara 
jelas, karena menurut hasil panen yang belum tahu akan panen atau belum 
diketahuinya seberapa besar hasil panen menjadikan praktik ulur ini dilarang, karena 
tidak terpenuhinya syarat sah ijarah. Dalam hal ini mengurangi rasa keadilan dan 
kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Masing-masing pihak ada 
yang tidak rela dari hasil upah yang diterima, karena tidak sebanding dengan jasa 
yang telah petani keluarkan. 
Mengingat dan mengkaji kembali bahwa, praktik ini telah lama menjadi turun-
temurun oleh masyarakat. Maka kebiasaan dari suatu daerah atau masyarakat 
sangatlah penting dalam memutuskan suatu hukum. Hal ini karena hukum fiqh 
sangatlah fleksibel dan sesuai dengan konteks yang akan dihukumi, dan kebiasaan 
masyarakat memiliki porsi yang besar dalam hal ini. 
Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan 
manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam 
menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau 
kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan 
kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, 
masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat. 
Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat 
terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama 
yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak 
bertentangan dengan nass baik dari al-Qur‟an maupun Hadis.138 Sebagai hukum yang 
akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau „urf sebagai salah satu dasar 
pembentuk hukum Islam. 
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Sebagai sumber hukum Islam, „urf juga ikut berperan serta dalam memberikan 
keputusan hukum suatu kasus. „urf mempunyai relasi yang kuat dengan maslahah, 
karena maslahah menjadi faktor yang ikut menentukan validitas „urf ketika tidak ada 
nash yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari „urf. Maka 
substansi maslahah yang terkandung di dalam „urf dapat dipertimbangkan untuk 
menilai valid tidaknya „urf. Jika berpotensi mewujudkan maslahah maka „urf tersebut 
bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika mafsadah yang 
terkandung dalam „urf, maka „urf tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum. 
Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma‟ 




Pada kebiasaan praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa 
Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, peneliti melihat adanya suatu 
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan berupa manfaat upah 
pembayaran dari hasil kerjanya yang membantu menanamkan bibit-bibit kacang hijau 
dan memanen ketika pada saat pemanenan kacang hijau, sedangkan pemilik sawah 
mendapatkan manfaat berupa terbantunya proses penanaman dan pada saat 
pemanenan. Namun terdapat permasalahan yaitu jika mengalami gagal panen, maka 
timbullah mafsadat yang lebih besar. Pemilik sawah mengalami kerugian karena dia 
tidak untung ditambah harus membayar para petani yang telah membantunya dala 
sistem ulur, sedangkan petani lebih mengalami kerugian, mereka sudah berkeringat 
dalam memberikan jasanya hingga menunggu beberapa bulan untuk menunggu masa 
panen, akan tetapi yang ditunggu mengalami gagal panen. 
Dalam kasus tersebut, maka kaidah fiqh para fuqaha mengatakan: 
 َّكَُمَُةَداَعَْلا ٌةَم 
 “Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum”.140 
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Kaidah fiqh diatas menjelaskan bahwa, suatu kebiasaan atau tradisi yang melekat 
dalam kehidupan masyarakat bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Sehingga 
pembayaran upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak 
Kabupaten Demak yang berlaku saat ini merupakan suatu kebaikan berdasarkan adat 
kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat. Menurut hemat penulis kaidah ini tidak 
bisa digunakan, karena dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau 
di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih menjadikan maafsadat. 
Sebagaimana penjelasan dalam BAB II, dijelaskan bahwa adat atau kebiasaan 
dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
e. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya 
perbuatan itu tidak perbuatan maksiat; 
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan naṣ. Baik al-Quran maupun al-Sunnah; 
g. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang 
sehat; 
h. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah 
mendarah daging 
Selain karena banyaknya mafsadat, praktik ini dilarang karena memberikan 
upah dalam jangak waktu yang lama, yaitu setelah panen, padalah petani bekerja 
mulai dari pennaman. Sebagaimana hadits: 
 َع اَن َث َّدَح : ُّيِمَل َّسلا َةَّيِطَع ِنْب ِديِعَس ُنب ُبْىَو َاَنث َّدَح : ُّيِقْشَم ِّدلا ِدِيلَولا ُنْب ُساَّبَعلا اَن َث َّدَح ِدْيَز ُنْب ِنَْحَّْرلا ُدْب
 ِللها لوسر لاق :لاق َرَمُع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَع ,ِوِْيَبأ نَع ,َمَلْسَأ ِنْب َو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َر ْ يِجَلأا اُْوطْعَأ (( :َمَّلَس
.))ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق ,َُهرْجَأ 
“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb 





ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah 
kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.141 
Dengan demikian praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa 
Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak hukumnya adalah fasaḥ dikarenakan 
salah satu syarat dari akad Ijārah tidak terpenuhi. Meskipun praktik ini sudah 
berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi terdapat 
kemafsadatan sehingga praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau Desa 
Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tidak diperbolehkan. 
Berdasarkan analisis diatas, menurut penulis alangkah baiknya praktek ini 
diperbaharui dalam sistemnya, yaitu 1) upah untuk petani jangan menggunakan 
porsentase 4:1, akan tetapi dengan upah ketika selesai pekerjaannya, seperti bekerja 
tandur (menanam), bekerja merawat, atau bekerja memanen, sehingga pihak petani 
juga merasa sebanding dengan jasa yang telah dia kerjakan. 2) pekerjaan atau 
perintah kepada petani harus jelas, jika menanam harus menanam, jika memanen 
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A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja 
Tanam Kacang Hijau Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak” yang 
telah dianalisis peneliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan: 
1. Alasan para petani Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk 
menggunakan sistem ulur pada pelaksanaan praktik pengupahan upah pekerja 
tanam kacang hijau adalah (1) Sistem ulur ini merupakan warisan dari pendahulu 
desa Turirejo; (2) Menambah penghasilan ekonomi keluarga;dan (3) Mengisi 
waktu luang. Secara garis besar hal itu sudah biasa dilakukan, karena turun 
temurun dari nenek moyang mereka, jadi menurut  para pihak tidak ada masalah. 
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengupahan 
upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten 
Demak, tidak sesuai dengan khususnya akad ijārah. Jika dilihat dari segi rukun, 
praktik pengupahan ini tidak memenuhi rukun dalam akad ijārah. Karena kekita  
gagal panen maka upah tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal.Selain 
itu ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam syarat ijārah yaitu upah (ujrah) 
yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti, karena dengan 
persentase 4:1, dan ketika mengalami gagal panen maka upah akan menjadi 
berkurang dari kesepakatan di awal. Selain itu terjadinya mafsadat yang lebih 
besar daripada kemaslahatan bagi kedua pihak, karena mengalami kerugian 
akibat gagal panen. Sehingga mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang 
menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Dengan demikian adat/kebiasaan tersebut 
tidak diterima, karena tidak termasuk dalam syarat „urf.  Sehingga pelaksanaan 
akad ijārah dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau telah 







Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Para pihak yang terlibat didalam membuat perjanjian kesepakatan atau kerjasama 
hendaknya lebih tegas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti 
penjelasan mengenai kewajiban dan hak kedua belah pihak, waktu, pekerjaan, 
serta pembayaran upah yang jelas dan terperinci. Terkait dengan pembayaran 
upah yang menggunakan hasil panen kacang hijau ada baiknya diperjelas dan 
diketahui ukurannya. Untuk mencegah adanya buruk sangka antara pemilik 
swah/petani dan pekerja buruh tani. 
2. Para akademisi hendaknya mendalami kajian tentang ijārah, khususnya ujrah 
yang berkaitan dengan petani atau pekerjaan yang berhubungan dengan 
swasembada pangan. Hal ini sangatlah penting karena minimnya pengetahuan 
masyarakat terhadap ijārah, tentunya mengenai ujrah untuk petani yang telah 
memberikan jasanya dalam menanam, menyirami, merawat, ataupun memanen 
padi, kacang ijo atau pangan lainnya karena hal ini bisa menyebabkan 
kesejahteraan masyarakat khususnya petani kurang maksimal. Membantu proses 
sosialisasi edukasi dengan adanya tinjauan dalam beberapa perspektif hanyalah 
salah satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. 
3. Bagi penulis, semoga penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan 
dan memberi informasi kepada orang awam pada umumnya dan penulis sendiri 
pada khususnya. Serta penulis dapat lebih baik dalam penulisan-penulisan 
berikutnya dikemudian hari. 
 
C. Penutup 
Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq 
dan hidayah-Nya dan terimakasih kepada semua para pihak yang telah membantu 





penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis perlukan. Penulis berharap penulisan 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya dengan berbagai 
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